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ABSTRAK 
Nama  : Ayu Sri Rahman 
Nim  : 30300108003 
Judul :“Pendidikan Politik Mahasiswa Melalui Organisasi 
Kemahasiswaan” 
 
 Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif dengan 
memamfaatkan teori-teori tentang pendidikan politik mahasiswa melalui 
lembanga kemahasiswaan secara umum dengan mempergunakan teknik 
pengumpulan data, yaitu kepustakaan, interview dan dokumentasi. 
 Tujuan dari penelitian skripsi ini, yaitu mengetahui perkembangan 
pendidikan politik mahasiswa dan upaya yang di lakukan dalam mengatasi 
permasalahan berkaitan dengan hambatan dan dinamika perkembangan, selain itu 
penelitian ini di arahkan untuk melihat sejauhmana peran organisasi 
kemahasiswaan dalam melakukan fungsinya sebagai wahana peningkatan 
pengetahuan dan mental mahasiswa dalam membentuk  intelektual mahasiswa. 
Dan pada akhirnya, penelitian ini di harapkan menjadi acuan dan referenci dalam 
peningkatan pendidikan politik di tingkatan mahasiswa. 
 Berdasarkan hasil analisa penulis menyimpulkan bahwa badan Eksekutif 
Mahasiswa (BEM) Universitas Islam negeri (UIN) Alauddin Samata-Gowa telah 
melakukan tugas dan fungsinya dengan baik melalui program-program 
kemahasiswaan dan dinilai sukses dalam mengawal proses pendidikan politik 
mahasiswa. Keberhasilan ini tidak terlepas dari kerjasama antara mahasiswa dan 
pihak pejabat kampus dalam mengawal program kemahasiswaan. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang  
Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan salah satu tujuan 
Negara, yaitu, “Mencerdaskan kehidupan bangsa”.Olehnya itu Negara 
berkewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan bagi seluruh rakyat 
Indonesia.Dalam dunia pendidikan banyak bidang kajian yang penting untuk 
diwacanakan, bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya, pertahanan dan 
keamanan dan lain-lain.Namun penelitian ini terfokus pada bidang pendidikan, 
khususnya yang terkait dengan pendidikan politik untuk mahasiswa yang lokasi 
penelitiannya dikerucutkan para ruang lingkup Universitas Islam Negeri (UIN) 
Samata-Gowa. 
Pendidikan politik merupakan suatu hal yang mutlak diperlukan demi 
kehidupan berbangsa dan bernegara yang dinamis. Permasalahan pendidikan 
politik ini menarik perhatian dikarenakan terdapat ketidakseimbangan antara 
pembangunan politik, khususnya sosialisasi politik dengan pembangunan 
ekonomi di dalam pembangunan nasional yang dalam prosesnya merupakan 
bagian dari proses sosialisasi politik. Ketidak seimbangan yang diamaksudkan 
pada bagian ini merupakan efek dari partisipasi politik yang ditunjukkan tidak 
mencapai totalitas. 
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Partisipasi politik sebagai sebuah keniscayaan merupakan elemen penting 
dan bagian dari social control masyarakat sebagai bagian penting bagi sebuah 
Negara. Mengutip pendapat Herbert McClosky menyatakan bahwa: 
“Partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga 
masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses 
pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proes 
pembentukan kebijakan umum”.1 
 
Pendapat McClosky di atas memberikan sebuah ilustrasi dan penawaran 
hal mana yang urgen untuk dikontrol oleh masyarakat. Dan lebih daripada itu, 
bagaimana terbentuk kesadaran politik masyarakat untuk memberikan hak 
suaranya untuk lebih diperhatikan oleh pembuat keputusan [baca: pemerintah]. 
Pemerintah dalam hal ini pihak yang menjalankan fungsi Negara dalam 
memberikan hak dasar masyarakat, yaitu hak berbicara, berpendapat, dan 
berkeyakinan.Walaupun dalam perkembangannya berdasarkan analisa penulis 
sendiri tidak lagi berbanding lurus dengan fakta-fakta sosial. Contoh kongkrit 
yang secara kasat mata dapat disaksikan diberbagai media, baik elektronik 
maupun media cetak adalah berbagai kasus korupsi, pemanfaatan anggaran 
Negara untuk kepentingan partai atau golongan tertentu, dan kasus-kasus lain 
adalah merupakan efek negatif dari ketidakkonsistenan pemerintah [baca: 
penguasa] dalam memberikan pendidikan politik atau sosialisasi politik secara 
merata kepada seluruh lapiran masyarakat.  
Sosialisasi politik wajib dijalankan sesuai dengan kebutuhan bangsa 
berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila sebagai asas Negara.Hal 
                                                          
1
 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Edisi Revisi(Cet. I; Jakarta: PT. Gramedia 
Pustaka Utama, 2008), h. 367. 
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di atas mutlak diperlukan untuk mematangkan konsep demokrasi yang sering 
didengung-dengungkan sebagai sebuah konsep yang sesuai dengan akar sejarah 
bangsa Indonesia. Pendidikan politik sebagaimana yang dipaparkan oleh Alfian: 
“Pendidikan politik sebenarnya adalah proses sosialisasi politik yang 
dilalui anggota-anggota masyarakar dari kecil sampai dewasa. Pendidikan politik 
itu tidak hanya terbatas di bangku sekolah atau tempat lain. Suasan atau tingkah 
laku yang ada sekarang dalam masyarakat, dengan sendirinya mempengaruhi 
proses pendidikan politik masyarakat atau proses sosialisasi politik nanti. Jadi 
umpamanya untuk menjadi pemimpin sekarang atau menjadi anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat (DPR), seseorang seandainya dia bisa bergantung kepada 
mereka yang berkuasa tanpa memperhatikan kebutuhan untuk adanya pengikut, 
atau seandainya mereka yang berkuasa tanpa memperhatikan kebutuhan dengan 
hanya bisa andalkan backing orang yang berkuasa, maka akan melahirkan corak 
pendidikan politik yang seperti ini. Dengan kata lain akan lahir pemimpin-
pemimpin yang selalu menjilat atau menggantungkan diri kepada mereka yang 
berkuasa bukan melayani masyarakat. Ini merupakan masalah yang saya lihat 
selama ini”.2 
Analisis dari pernyataan ini secara kasat dapat dilihat dari pola gerakan-
gerakan mahasiswa.Gerakan mahasiswa ini dapat diartikan positif dan juga dapat 
berpeluang diartikan negatir. Gerakan-gerakan [baca: aksi] mahasiswa lebih 
cenderung merupakan luapan perubahan dengan cepat karena permasalahan yang 
mereka lihat akan merugikan bangsa dan Negara, terutama rakyat kecil. Akan 
                                                          
2
 Alfian, Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia (Cet. I: Yogyakarta; PT. Gramedia 
Pustaka Utama, 1992), h. 302 
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tetapi pada dasarnya pemikiran penguasa/pemerintah sangat bertolak belakang 
dengan mahasiswa sehingga tidak akan pernah terjadi kesepahaman karena 
penguasa/pemerintah dasar pemikirannya bertitik tolak dari keinginan untuk 
mewujudkan keadilan dan kebenaran dalam membela rakyat. Perbedaan visi dan 
misi tersebut merupakan hasil dari proses sosialisasi politik (pendidikan politik) 
yang didapatkan melalui bangku kuliah. Bagi mahasiswa pendidikan politik 
merupakan upaya penyampaian (penanaman) nilai-nilai pengetahuan dan ideologi 
warga Negara mengenai bagaimana diberlakukannya sistem, regulasi dan 
kebijakan Negara termasuk hal yang dirumuskan oleh kebijakan dan demokrasi 
politik.Pengetahuan ini penting untuk dimiliki mahasiswa guna untuk mengenali 
hak-haknya dalam upaya berpartisipasi menegakkan keadilan dan demokrasi. 
Dalam penelitian ini, pendalaman mengenai pendidikan politik akan lebih 
memfokuskan kepada mahasiswa, khususnya mahasiswa yang melanjutkan studi 
pada Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Samata-Gowa. Penelitian ini 
menjadi sangat penting untuk diwacanakan terkait proses panjang perjalanan 
politik dilingkungan UIN Alauddin Samata-Gowa yang dijalani berdasarkan tata 
aturan kemahasiswaan dan telah mengenal politik melalui pendidikan formal dan 
non formal dan informal, yaitu dari pengkajian politik yang intensif dilakukan 
oleh aktivis yang tergabung dalam organisasi formal kampus, ekstra kampus, dan 
sebagainya. Hal ini menjadi penting pula sebagai tolok ukur dalam mengetahui 
gambaran umum tentang keberhasilan pendidikan politik dari rakyat 
Indonesia.Penelitian ini berangkat dari sebuah asumsi bahwa mahasiswa 
merupakan bagian kecil rakyat Indonesia yang menempuh pendidikan di 
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Perguruan Tinggi dari sistem pendidikan.Selain itu asumsi terpenting yang 
menjadi harapan penulis adalah Organisasi kemahasiswaan yang berada 
dilingkungan Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Samata-Gowa diharapkan 
dapat menjadi wahana bagi pengembangan wawasan dan kreatifitas agar dapat 
mendorong mahasiswa mengimplementasikan pengetahuannya dengan baik. 
Berdasarkan hal tersebut di atas, keberadaan organisasi kemahasiswaan 
memiliki fungsi strategis dalam pengembangan mahasiswa agar mampu 
menguasai pengetahuan dan keterampilan secara baik, termasuk pengetahuan 
tentang wacana politik. Hal ini nantinya akan menimbulkan kesadaran politik 
yang baik dari mahasiswa, hal ini diperlukan suatu program organisasi yang 
berorientasi kepada peningkatan wawasan politik mahasiswa dan keterlibatan 
mahasiswa untuk ikut serta dalam proses pembinaan politik. Peranan mahasiswa 
sangat dituntut untuk lebi aktif dalam menyelenggarakan sejumlah kegiatan, dan 
ikut serta dalam sejumlah kegiatan-kegiatan yang berorientasi pengetahuan yang 
diselenggarakan agar semakin banyak dapat merespon fenomena-fenomena politik 
secara baik. Namun, penulis tidak dapat menafikan peranan dosen dan pejabat 
kampus dalam memberikan pembinaan, dorongan dan dukungan secara baik agar 
proses pembinaan organisasi kemahasiswaan dapat berjalan lebih optimal. 
Dalam catatan sejarah perjalanan kemahasiswaan, mahasiswa selalu hadir 
tidak sekedar sebagai saksi dari perubahan tetapi juga aktif dalam memaknai 
perubahan tersebut.Sejarah juga mencatat dengan tinta emas betapa mahasiswa 
Indonesia selalu menjadi pelopor dalam pembaharuan dan perjuangan dari setiap 
aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.Saham mahasiswa sebagai partisipan 
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yang aktif dalam merekayasa setiap perubahan tidak dapat dipungkiri. Misalnya, 
kebangkinan nasional pada tahun  1908, sumpah pemuda pada tahun 1928, 
proklamasi pada tahun 1945 dan kebangkitan Orde Baru tahun 1966. Pola 
pergerakan mahasiswa mulai dari mahasiswa angkatan tahun 1908, 1928, 1945, 
1966, 1977 dan mahasiswa angkatan 1978, baik yang berhasil dalam aksinya 
maupun yang kurang berhasil selalu berorientasi pada perubahan dari status quo 
ke suatu situasi baru yang setidak-tidaknya mengundang harapan baru pula.
3
 
Gerakan mahasiswa sebelum dan sesudah Indonesia merdeka mempunyai 
ciri yang berbeda.Kendatipun berbeda namun gerakan tersebut mempunyai satu 
nafas, yaitu ingin memperjuangkan kepentingan rakyat.
4
Aksi-aksi mahasiswa 
tahun 1966, 1974, dan 1978 merupakan sejarah politik praktis mahasiswa untuk 
menunjukkan diri sebagai suatu kekuatan moral (moral force), pengabdi pada 
masyarakat luas. Aksi-aksi yang muncul pada mahasiswa angkatan ini tidak bisa 
dilepaskan dari “hubungan akrab” antara organisasi yang mempersatukan 
mahasiswa serta kiprah leluasa organisasi ekstra kampus, dipandang sebagai 
faktor yang dapat memberikan peluang bagi aksi-aksi tersebut.
5
 
Tempat-tempat persemaian yang baik untuk pembentukan aktivis dan 
pemimpin gerakan protes mahasiswa adalah Himpunan Mahasiswa Jurusan 
(HMJ), Badan Eksekutif Mahasiswa-Fakultas (BEM-F), Badan Eksekutif 
Mahasiswa (BEM) Universitas, dan Lembaga Per Kampus. 
                                                          
3
 Syahrir, Pilihan Angkatan Muda, Menunda atau Menoleh Kekalahan (Cet. I: Yogyakarta; 
Prisma, 1978), h. 3. 
4
 Fachry Ali, Mahasiswa, Sistem Politik Indonesia dan Negara (Cet. I: Jakarta; Inti Sarana 
Aksara, 1985), h. 9. 
5
 Fauzi Syuaib, Organisasi Mahasiswa; Upaya Mencari Bentuk Baru (Cet. I: Yogyakarta; 
Prisma, 1978), h. 47. 
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Menurut Arbi Samit, ada tiga hal yang melibatkan kampus dalam 
kehidupan politik sekitarnya. Pertama.Usaha kampus untuk merealisasikan 
peranannya sebagai pembaharu dan perangsang serta perbaikan kondisi kehidupan 
masyarakat.Gagasan dan upaya pmbaharuan serta perbaikan kondisi yang 
digerakkan kampus pada titik tertentu meliatkan kampus ke dalam kehidupan 
politik karena usaha-usaha tersebut selalu terkait pada struktur kekuasaan, 
betapapun kecilnya.Kedua.Yaitu, kenyataan bahwa kampus merupakan sumber 
daya politik.Kampus menyediakan potensi kepemimpinan dan keahlian, kekuatan-
kekuatan politik memerlukannya. Upaya kekuatan politik untuk mendapatkannya 
menyeret kampus ke dalam proses politik. Ketiga.Yakni, watak kemandirian 
kampus yang tumbuh dari metode kerja ilmiah, antara lain cara berpikir kritis 
yang mau tidak mau mendorong warga kampus untuk menilai keadaan sekitarnya. 
Pemerintah sebagai pusat kegiatan kehidupan masyarakat, tentunya menjadi titik 
perhatian kampus.Penilaian yang melihat bahwa pandangan kampus sudah 
berhadapan dengan kebijaksanaan pemerintah, menjadi alasan peningkatan 
intervensi birokrasi Negara ke dalamnya. 
Pemaparan di atas memberikan gambaran jelas tentang permasalahan 
organisasi kemahasiswaan yang memang tidak diberikan ruang gerak untuk 
menjadi saran penyalur aspirasi mahasiswa dan sarana pembinaan (pendidikan) 
dalam kemampuan praktis dalam kehidupan politik.Maka asumsi awal penulis 
bahwa pendidikan politik kurang mendapat perhatian dan dukungan dari 
pemerintah.Hal ini berpengaruh pada lambatnya perkembangan pendidikan politik 
dikalangan mahasiwa yang pada akhirnya menjadikan mahasiswa sebagai anti-
8 
 
 
 
politik dan tidak intens lagi melakukan pengawalan terhadap kebijakan-kebijakan 
pemerintah.Kondisi ini menjadi riskan untuk dipertahankan. Namun, pada 
kenyataannya masih terdapat sejumlah kecil mahasiswa yang terus mencari celah 
untuk mensikapi kebijaksanaan pemerintah menurut cara yang berbeda-beda. 
Olehnya itu, penulis menganggap bahwa Pendidikan Politik Mahasiswa 
merupakan satu wacana penting untuk diperbincangkan pada tataran gagasan-
gagasan tertulis sebagai upaya memberikan gambaran yang transparan mengenai 
sosialisasi politik, khususnya pada mahasiswa yang melanjutkan studi di 
Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Samata-Gowa, baik dari segi proses 
perkembangannya maupun dampak yang ditibulkan dewasa ini dan proyeksinya di 
masa yang akan datang. Dan pada akhirnya hasil penelitian menjadi problem 
solving dan memberikan kontribui untuk mengadakan perubahan ke arah yang 
lebik baik sesuai dengan cita-cita Undang-Undang Dasar 1945. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis berusaha 
untuk mencari suatu rumusan masalah sebagai batasan permasalahan yang akan 
difokuskan pada penyusunan skripsi sehingga pengkajian yang dilakukan dapat 
memberikan penjelasan yang lebih maksimal terkait dengan permasalahan yang 
diteliti. 
Adapun rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana sejarah perjalanan politik mahasiswa? 
2. Apa bentuk-bentuk pendidikan politik yang dilakukan oleh BEM-UIN 
Alauddin Makassar periode 2008-2012? 
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3. Bagaimana peran BEM Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Samata-
Gowa dalam menjalankan fungsinya dalam melakukan pendidikan politik 
terhadap mahasiswa? 
C. Tujuan dan Kegunaan 
Adapun tujuan dan kegunaan dilakukannya penelitian ini sebagai berikut: 
a. Tujuan Penelitian 
1. Mengetahui kondisi pendidikan Politik terhadap mahasiswa baik hambatan 
dan dinamikanya di dalam kehidupan kampus pada saat ini, serta sejauhmana 
upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan-permasalahannya. 
2. Mengetahui sejauhmana peranan organisasi kemahasiswaan dalam ikut 
serta melakukan pendidikan Politik terhadap mahasiswa berkaitan dengan 
fungsinya sebagai wahana dalam peningkatan, pembinaan dan pembentukan 
wawasan, pengetahuan, keterampilan dan mental mahasiswa dalam upaya untuk 
membentuk intelektual muda. Kemudian untuk mengetahui sejauhmana dinamika 
dan hambatan yang dihadapi oleh organisasi kemahasiswaan dalam melakukan 
pendidikan politik terhadap mahasiswa, baik hambatan dari intern maupun ekstern 
(pihak lembaga kampus dan pihak pemerintah). 
b. Kegunaan Penelitian 
1. Kegunaan Ilmiah 
- Penelitian ini diharapkan menjadi sebuah acuan serta referensi dalam 
mengambil kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan masalah-masalah politik, 
baik itu dari kalangan pejabat kampus maupun dari kalangan mahasiswa. 
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- Dapat memperkaya konsep atau teori yang menyokong perkembangan 
ilmu pengetahuan sumber daya manusia, khususnya yang terkait dengan 
pendidikan politik mahasiswa .  
2. Kegunaan Praktis 
- Memberikan informasi terhadap seluruh pejabat kampus, khususnya 
pejabat yang membidangi bagian kemahasiswaan untuk lebih teliti melihat 
gerakan-gerakan mahasiswa yang terkonsolidasi didalam kampus melalui 
organisasi kemahasiswaan, formal maupun non formal. 
- Memberikan pemahaman kepada mahasiswa Universitas Islam Negeri 
(UIN) Alauddin Samata-Gowa sejarah perjalanan dinamika gerakan 
kemahasiswan. 
D. Tinjauan Pustaka 
Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan 
beberapa hasil penelitian terdahulu oleh beberapa peneliti yang pernah penulis 
baca diantaranya : 
Penelitian tentang partisifsi mahasiswa dalam pemilihan umum raya di 
oleh Ria Angin Mahasiswa UGM Jogjakarta menyimpulkan bahwa 
diberlakukannya Undang – Undang Pemilihan Umum no.15 tahun 1969 serta UU 
No 4/1975 dan UU No.29/1980 telahmempengaruhi faktor perempuan yang 
dahulunya mendapat sosialisasi bahwa peran yang terbaik bagi dirinya adalah 
menjadi ibu dan istri, dengan adanya UU berganti peran menjadi peserta pemilu 
yang bijaksana dengan mencoblos tanda gambar yang diinginkannya. 
Kemudian yang berikutnya penulis mengambil beberapa referensi pada 
skripsi yang pelaksanaan budaya demokrasi dalam pemilihan ketua HMJ Hukum 
dan kewarganegaraan di Universitas negeri Malang sebagai sarana pendidikan 
politik mahasiswa yang ditulis oleh Hendra irawan Jurusan ilmu politik Fakultas 
Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang tahun 2013 yang sebagaimana di 
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terangkan 
Kampus  merupakan  ladang  mencari  pengetahuan  dan  pengalaman  bagi 
mahasiswa. Mahasiswa sebagai agent of change harus membekali dirinya dengan 
terlibat  dalam  kegiatan-kegiatan  keorganisasian  yang  ada  di  kampus. 
Salah  satu organisasi yang ada di tingkat jurusan adalah Himpunan Mahasiswa 
Jurusan atau 
sering  disingkat  HMJ.  Sebagai  organisasi,  HMJ  setiap  tahunnya  selalu  ada 
pergantian  ketua. Ketua HMJ  dipilih  langsung  oleh mahasiswa  jurusan.  Dalam 
pemilihan  tersebut  perlu  kiranya  menerapkan  budaya  demokrasi  pada  setiap 
pemilihan  ketua  organisasi  mahasiswa  khususnya  Ketua  HMJ  Hukum  dan 
Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang.  
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah:  (1)  Untuk  mendeskripsikan  proses 
penetapan  calon  ketua  HMJ  Hukum  dan  Kewarganegaraan,  (2)  Untuk 
mendeskripsikan  proses  sosialisasi  calon  ketua  HMJ  Hukum  dan 
Kewarganegaraan,  (3)  Untuk  mendeskripsikan  proses  pemilihan  ketua  HMJ 
Hukum  dan  Kewarganegaraan,  (4)  Untuk  mendeskripsikan  proses  penetapan 
ketua  HMJ  Hukum  dan  Kewarganegaraan,  (5)  Untuk  mendeskripsikan  proses 
pelantikan ketua HMJ Hukum dan Kewarganegaraan, (6) Untuk mendeskripsikan 
sikap calon yang menang dan calon yang kalah.  
Penelitian  ini menggunakan pendekatan deskriptif 
kualitatif   dengan  jenis 
penelitian  studi  kasus  yaitu  suatu  penelitian  yang  dilakukan  secara  intensif, 
terinci,  dan  mendalam  terhadap  suatu  organisasi,  lembaga  atau  gejala  tertent
u. Subjek  penelitiaanya  adalah  pembina  HMJ,  Ketua  DMF,  Ketua  KPU  dan 
anggotanya,  calon yang menang dan  calon yang  kalah, pemilih  (nahasiswa) dan 
pengurus HMJ. 
Adapaun  tahapan  pengumpulan  data  yang  dipergunakan  adalah 
observasi  partisipasif,  wawancara,  dan  dokumentasi.  Sedangkan  teknik  analisi
s data  dengan  menggunakan  reduksi  data,  penyajian  data,  dan  penarikan  
kesimpulan. 
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Hasil  penelitian  yang  diperloleh  dari  penelitian  ini  adalah  (1)  budaya 
demokrasi  yang  ada  dalam  proses  penetapan  calon  ketua  HMJ  Hukum  dan 
Kewarganegaraan  yaitu  (a) 
musyawarah;  (b)  persamaan  hak;  (c)  politik  bersih; 
dan  (d)  taat  pada  aturan  yang  berlaku.  (2)  budaya  demokrasi  dalam  proses 
sosialiasi calon ketua HMJ Hukum dan Kewarganegaraan adalah:  (a) persamaan 
hak; (b) solidaritas; (c)  toleransi; (d) kejujuran; (e) adab yang  terpuji. (3) budaya 
demokrasi  dalam  proses  pemilihan  ketua  HMJ  Hukum  dan  Kewarganegaraan 
yaitu: (a) persamaan hak  terhadap seluruh mahasiswa; (b) menghargai hak orang 
lain; (c) menghargai kebebasan orang lain dalam menentukan pilihan terhadap dua 
kandidat yang  ada;  (d) 
mentaati  aturan  yang  telah  dibuat;  (e)  adanya  partisipasi  mahasiswa  dalam  p
emilu.  (4)  budaya  demokrasi  dalam  penetapan  ketua  HMJ terpilih adalah:  (a) 
keterbukaan atau  transparansi;  (b) kejujuran; dan  (c) kosisten dalam 
menjalankan prosedur yang berlaku, sehingga keputusan dalam penetapan 
calon  terpilih  tersebut  tidak  menimbulkan  kontroversi  dari  masing-masing 
kandidat.  (5)  budaya  demokrasi  dalam  pelantikan  ketua  HMJ  Hukum  dan 
Kewarganegaraan yaitu:  (a)  taat pada  aturan; dan  (b) persamaan 
dan  solidaritas. (6)  budaya  demokrasi  yang mencerminkan  sikap  calon  yang 
menang  dan  calon 
yang  kalah  adalah:  sikap  calon  yang  menang  yang  mecerminkan  budaya 
demokrasi  yaitu:  (a)  tidak 
merayakan  kemenangan  dengan  berlebihan;  (b)  tidak menunjukan sikap arogan 
atau emosional atas kemenangan; dan (c) tidak bersikap pamer kepada yang calon 
yang kalah. Sikap yang kalah yang mencermin budaya demokrasi yaitu (a) tidak 
anarkhis; (b) tidak menunjukan protes yang berlebihan; dan (c) kedewasaan dalam 
menerima kekalahan atau tidak arogan.  
Dari  penelitian  ini  saran  yang  diajukan  peneliti  yaitu:  (1)  KPU  sebag
ai penyelenggara harus berani membuat perubahan dalam mensosialisasikan 
agenda pemilu.  Pertama,  masing-
masing  jurusan  harus  dipasang  spanduk  atau  banner yang berukur besar. 
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Kedua, perlu melibatkan HMJ yang  lama dan  jurusan dalam rangka sosialisasi 
tersebut. Ketiga, perlu ada acara yang sifatnya menghibur akan 
tetapi  substansinya  sosialisasi,  dengan  cara  KPU  bekerjasama  dengan  HMJ 
masing-
masing.  (2)  terkait  model  kampanye  untuk  kandidat  KPU  harus  berani 
membuat  perubahan.  Terobosan  yang  harus  dilakukan  KPU  adalah:  Petama, 
kampanye ke kelas-kelas tetap ada tetapi diadakan model kampanye terbuka. KPU 
dan HMJ bekerjasama untuk menyelenggarakan kampanye terbuka,.  Kedua, perlu 
ada debat terbuka untuk mengiformasikan kepada mahasiswa tentang kompetensi 
masing-masing  kandidat.  Ketiga,  kampanye  lisan  membolehkan  para  kandidat 
untuk memasang banner, spanduk, atau baliho yang berukur besar di  lingkungan 
jurusan,  sehingga  nuansa  pemilu  sangat  ramai  dengan  banyaknya  iklan-iklan 
tersebut.  Keempat,  visi  misi  yang  dibangun  oleh  kandidat  haruslah  menyent
uh 
kepentingan  mahasiswa  jurusan,  sehingga  dapat  membawa  perubahan  yang 
bermanfaat.  (3)  letak  bilik  suara  yang  satu  dengan  bilik  yang  lainnya  harus 
berjauhan,  karena  jika  berdekatan  seperti  pada  pemilu  yang  sudah  berlangsu
ng akan 
memberikan  ruang  kepada  pemilih  yang  satu  dengan  yang  lainnya  untuk 
berdiskusi menentukan pilihan salah satu kandidat dan kehadiran panwaslu harus 
tepat waktu dan ketegasan panwaslu di lapangan harus ditunjukan. 
Uraian tersebut di atas mengambarkan bahwa masih adanya kesenjangan 
antara kerangka ideal politik Indonesia yaitu Demokrasi Pancasila dengan 
kebudayaan Politik yang berlaku di dalam masyarakat. Masalah ini merupakan 
suatu proses sosialisasi Politik yang diperbaharui sesuai dengan dinamika 
masyarakat namun selalu dalam kerangka Demokrasi Pancasila. Maka dari itu, 
untuk mewujudkan hal itu diperlukan adanya suatu proses pendidikan Politik baik 
secara formal maupun informal agar dapat melancarkan proses pencapai tujuan 
dan sosialisasi Politik yaitu suatu bentuk kebudayaan Politik yang sesuai dengan 
dinamika masyarakat dan Demokrasi Pancasila. 
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Dalam mencari suatu pengertian mengenai pendidikan Politik maka 
terlebih dahulu kita harus melihat pengertian dari sosialisasi Politik. Sosialisasi 
Politik memiliki berbagai pengertian atau batasan yang dikemukakan oleh sarjana-
sarjana terkemuka. Sehubungan dengan hal itu, maka Gabriel A. Almond juga 
mengemukakan pendapatnya tentang sosialisasi Politik bahwa sosialisasi Politik 
menunjukkan proses di mana sikap-sikap politik dan pola-pola tingkah laku 
politik diperoleh atau dibentuk, dan juga merupakan sarana bagi suatu generasi 
untuk menyampaikan patokan-patokan poltik dan keyakinan-keyakinan politik 
kepada generasi berikutnya. 
Pada hakekatnya yang dimaksudkan dengan sosialisasi Politik adalah 
merupakan suatu proses untuk memasyarakatkan nilai-nilai Politik ke dalam suatu 
masyarakat. Dalam upaya memmberikan suatu gambaran yang lebih transparan 
mengenai sosialisasi Politik atau pendidikan Politik maka kita harus 
memperhatikan hasil penelitian tentang Partisipasi Mahasiswa dalam 
Pembelajaran Demokrasi melalui Penyelenggaraan Pemilihan Umum Raya 
(Pemilu Raya) Presiden Mahasiswa (Presma) Universitas Negeri Malang (UM) 
periode 2013-2014 oleh Miming redinas vitania mahasiswa fakultas ilmu social 
universitas negeri malang kemudian sebagai mana di terangkan Pemilu Raya 
Presiden Mahasiswa UM ditengarai menjadi wahana pembelajaran demokrasi 
bagi mahasiswa. Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk 
mendeskripsikan beberapa hal, yaitu bentuk-bentuk pembelajaran demokrasi di 
UM, kronologis Pemilu Raya UM, bentuk pembelajaran demokrasi pada Pemilu 
Raya Presiden Mahasiswa UM, dan faktor penunjang serta penghambat dalam 
pembelajaran demokrasi pada Pemilu Presiden Mahasiswa UM.  
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian 
studi kasus. Data-data yang diperoleh dalam penilitian ini berasal dari hasil 
wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan dokumen. Data yang terkumpul 
dianalisis dengan teknik analisis interaktif melalui reduksi data, penyajian data, 
dan penarikan kesimpulan. Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data 
adalah instrumen manusia, yaitu peneliti sendiri. Untuk menjaga keabsahan data 
peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber.  
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Hasil penelitiannya adalah: (a) Bentuk-bentuk pembelajaran demokrasi di 
UM dapat terwujud melalui Organisasi Pemerintahan Mahasiswa (OPM), yaitu 
DPM, BEM UM, DMF, BEMFA, HMJ, HMPS; dan Organisasi Non 
Pemerintahan Mahasiswa (ONPM) yaitu UKM. (b) Kronologis Pemilu Raya 
Presiden Mahasiswa UM terdiri dari persyaratan dan pendaftaran calon Presiden 
Mahasiswa UM, seleksi administrasi calon Presiden Mahasiswa, pengumuman 
hasil seleksi calon Presiden Mahasiswa, briefing bagi calon yang lulus seleksi 
administrasi, kampanye tulis dan kampanye lisan, masa tenang, pemungutan 
suara, perhitungan suara, penetapan hasil Pemilu Raya, dan pelantikan. (c) Bentuk 
pembelajaran demokrasi pada Pemilu Raya Presiden Mahasiswa UM yaitu 
mentaati segala peraturan yang telah ditetapkan oleh KPU UM; mahasiswa 
memiliki kesempatan yang sama untuk memilih dan dipilih; menghormati setiap 
keputusan yang telah menjadi kesepakatan bersama; saling menghargai dan 
menghormati perbedaan, belajar mendengarkan pernyataan dan pertanyaan, serta 
belajar untuk bertanggungjawab terhadap setiap tutur kata dan perbuatan; 
pembelajaran untuk berkompetisi dengan sehat; konsisten terhadap segala 
konsekuensi yang telah ditetapkan oleh KPU; belajar menerima hasil Pemilu Raya 
dengan ikhlas; serta legalitas bahwa hasil Pemilu Presiden Mahasiswa UM sah 
dan dapat diumumkan kepada seluruh mahasiswa UM. (d) Faktor penunjang 
partisipasi mahasiswa dalam pembelajaran demokrasi pada Pemilu Raya Presiden 
Mahasiswa UM adalah (a) Lingkungan sosial. (b) Adanya upaya mahasiswa untuk 
berperilaku secara demokratis. (c) Kesadaran bahwa Pemilu Presiden Mahasiswa 
merupakan kesempatan untuk memilih pemimpin terbaik sehingga UM semakin 
maju dan terkenal. (d) Adanya rangsangan politik berupa media kampanye yang 
menarik. Sedangkan faktor penghambatnya adalah: (a) Kurangnya sosialisasi 
Pemilu Raya Presiden Mahasiswa. (b) Adanya perasaan curiga bahwa pemimpin-
pemimpin hanya suka mengobral janji. (c) Adanya perasaan keterasingan 
mahasiswa terhadap kehidupan politik. (d) Beralihnya ketertarikan mahasiswa 
pada kegiatan politik menjadi kegiatan minat dan bakat. 
Berdasarkan hasil penelitian di atas, saran yang diajukan adalah (1) Agar 
Pemilu Raya berjalan dengan tertib dan lancar seyogyanya mahasiswa mentaati 
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peraturan yang telah dibuat dan ditetapkan oleh KPU. (2) Agar seluruh mahasiswa 
mengerti akan pentingnya Pemilu raya Presiden Mahasiswa UM, seyogyanya 
sosialisasi dilakukan secara merata, tepat sasaran, dan lebih interaktif. (3) Agar 
partisipasi mahasiswa dalam Pemilu Raya meningkat, lebih hemat tenaga, 
biaya,  dan waktu, seyogyanya UM mulai menggunakan inovasi baru yaitu 
pemilihan suara secara elektronik dengan memanfaatkan teknologi elektronik (e-
voting). (4) Agar fungsi pengawasan dan peradilan dapat berjalan dengan baik, 
seyogyanya UM membentuk lembaga yudikatif di tingkat universitas dan di 
tingkat fakultas. 
 
E. Defenisi Operasional dan Batasan Penulisan 
Sebelum penulis menguraikan dan membahas masalah ini, terlebih dahulu 
akan dikemukakan dan dijelaskan definisi Operasional dan pengertian judul 
skripsi. Dalam judul skripsi ini ada dua variabel yang perlu dijelaskan perkata 
untuk menghindari terjadinya kesalahan  dalam memahami dan menanggapi 
skripsi ini  
Menurut UU No. 20 tahun 2003 Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana 
untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik 
secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 
keagamaaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 
ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara.  Menurut 
kamus Bahasa Indonesia Kata pendidikan berasal dari kata „didik‟ dan mendapat 
imbuhan „pe‟ dan akhiran „an‟, maka kata ini mempunyai arti proses atau cara 
atau perbuatan mendidik. Secara bahasa definisi pendidikan adalah proses 
pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha 
mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan.   
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Dari beberapa pengertian pendidikan menurut ahli tersebut maka dapat 
disimpulkan bahwa Pendidikan adalah Bimbingan atau pertolongan yang 
diberikan oleh orang dewasa kepada perkembangan anak untuk mencapai 
kedewasaannya dengan tujuan agar anak cukup cakap melaksanakan tugas 
hidupnya sendiri tidak dengan bantuan orang lain. 
Pengertian Politik menurut Johan Kaspar Bluntschli dalam buku The Teory of the 
State: “Ilmu Politik adalah ilmu yang memerhatikan masalah kenegaraan, dengan 
memperjuangkan pengertian dan pemahaman tentang negara dan keadaannya, 
sifat-sifat dasarnya, dalam berbagai bentuk atau manifestasi pembangunannya.” 
(The science which is concerned with the state, which endeavor to understand and 
comprehend the state in its conditions, in its essentials nature, in various forms or 
manifestations its development).  Sedangkan menurut Deliar Noer Ilmu Politik 
memusatkan perhatian pada masalah kekuasaan dalam kehidupan bersama atau 
masyarakat. Kehidupan seperti ini tidak terbatas pada bidang hukum semata-mata, 
dan tidak pula pada negara yang tumbuhnya dalam sejarah hidup manusia relatif 
baru. Di luar bidang hukum serta sebelum negara ada, masalah kekuasaan itu pun 
telah pula ada. Hanya dalam zaman modern ini memanglah kekuasaan itu 
berhubungan erat dengan negara.  
Definisi Mahasiswa dalam peraturan pemerintah RI No.30 tahun 1990 adalah 
peserta didik yang terdaftar dan belajar di perguruan tinggi tertentu.  Selanjutnya 
menurut Sarwono (1978) mahasiswa adalah setiap orang yang secara resmi 
terdaftar untuk mengikuti pelajaran di perguruan tinggi dengan batas usia sekitar 
18-30 tahun. Mahasiswa merupakan suatu kelompok dalam masyarakat yang 
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memperoleh statusnya karena ikatan dengan perguruan tinggi. Mahasiswa juga 
merupakan calon intelektual atau cendekiawan muda dalam suatu lapisan 
masyarakat yang sering kali syarat dengan berbagai predikat. Pengertian 
Mahasiswa menurut Knopfemacher (dalam Suwono, 1978) adalah merupakan 
insan-insan calon sarjana yang dalam keterlibatannya dengan perguruan tinggi 
(yang makin menyatu dengan masyarakat), dididik dan di harapkan menjadi 
calon-clon intelektual. Dari pendapat di atas bias dijelaskan bahwa mahasiswa 
adalah status yang disandang oleh seseorang karena hubungannya dengan 
perguruan tinggi yang diharapkan menjadi calon-calon intelektual. 
1. Pendidikan Politik Mahasiswa 
Semua anggota masyarakat, secara langsung atau tidak mengalami apa yang 
disebut sosialisasi Politik. Melalui proses sosialisasi Politik ini anggota-anggota 
masyarakat mengenal, memahami dan menghayati nilai-nilai politik tertentu yang 
oleh karena itu mempengaruhi sikap dan tingkah laku politik sehari-hari.  Nilai-
nilai politik inilah yang akan disosialisasikan kepada masyarakat, dan sehubungan 
dengan hal itu kami hanya membatasi sosialisasi Politik yang terjadi hanya 
terhadap mahasiswa. Oleh karena itu menurut hemat penulis dalam mencari tolok-
ukur atau indikator dalam pendidikan Politik adalah Terletak pada sejauhmana 
mahasiswa memahami nilai-nilai politik yang terkandung dalam suatu sistem 
politik yang ideal yang hendak dibangun oleh bangsa Indonesia. 
Masyarakat Indonesia memiliki ciri-ciri yang khas tersendiri yang mungkin tidak 
dipunyai oleh masyarakat lain. Apa yang dimaksudkan pluralism (kemajemukan) 
dalam suatu masyarakat barat seperti Amerika Serikat, umpamanya, sudah terang 
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tidak sama dengan pengertian pluralism dalam masyarakat kita di sini. Oleh 
karena itu pendekatan yang digunakan di Indonesia dalam memahami nilai-nilai 
politiknya memberikan ciri khas tersendiri. Maka sistem politik Indonesia 
memiliki nuansa tersendiri dari bangsa lain. Pemikiran Dr. Alfian  mengenai 
pendidikan Politik dalam bukunya Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia, di 
mana penulis mencoba untuk menyimpulkan beberapa pemikiran beliau dalam 
upaya mencari beberapa nilai-nilai politik yang dalam hal itu mungkin dapat 
menjadi indikator dalam pendidikan Politik, yaitu : 
a. Pemahaman mahasiswa tentang Demokrasi Pancasila. 
b. Pemahaman mahasiswa tentang perbedaan pendapat dan musyawarah. 
c. Pemahaman mahasiswa tentang Konflik (konfrontasi) dan konsensus. 
d. Pemahaman mahasiswa tentang tingkah laku politik. 
e. Kesadaran politik mahasiswa. 
Selanjutnya dalam upaya  untuk melengkapi indikator-indikator di atas maka 
penulis mencoba mengemukakan beberapa asumsi sebagai berikut : 
a. Pemahaman mahasiswa tentang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 
bernegara. 
b. Pemahaman mahasiswa tentang hak dan kewajiban sebagai warga Negara. 
c. Pemahaman mahasiswa tentang kepemimpinan. 
d. Pemahaman mahasiswa tentang organisasi. 
Dari uraian di atas  maka dapat penulis menyimpulkan bahwa indikator-indikator 
mengenai pendidikan Politik mahasiswa adalah sebagai berikut : 
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a. Kesadaran politik mahasiswa, merupakan kesadaran dari setiap individu 
khususnya mahasiswa (kesadaran politik yang seimbang terhadap kedua pola 
tingkah laku politik yang ada dalam masyarakat Indonesia).  
b. Pemahaman mahasiswa tentang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 
bernegara. 
c. Pemahaman mahasiswa tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara. 
d. Pemahaman mahasiswa tentang demokrasi Pancasila. 
e. Pemahaman mahasiswa tentang organisasi. 
f. Pemahaman mahasiswa tentang perbedaan pendapat dan musyawarah. 
g. Pemahaman mahasiswa tentang kepemimpinan. 
h. Pemahaman mahasiswa tentang konflik (konfrontasi) dan konsensus. 
2. Organisasi Kemahasiswaan 
Dalam upaya untuk mencari indikator-indikator mengenai organisasi 
kemahasiswaan, penulis berpedoman pada Surat Keputusan Menteri Pendidikan 
dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0457/U/1990 tentang Pedoman 
Umum Organisasi Kemahasiswaan Di Perguruan Tinggi, karena menurut hemat 
penulis SK tersebut masih berlaku sampai saat ini dan cukup banyak organisasi 
kemahasiswaan di seluruh tanah air yang menggunakan SK tersebut sebagai 
pedoman.  
Adapun untuk mencari indikator Organisasi kemahasiswaan dalam SK 
Mendikbud tersebut maka kami mencoba untuk merumuskan pokok-pokok 
pikiran dalam SK tersebut, yaitu : 
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a. Pemahaman mahasiswa tentang oraganisasi kemahasiswaan merupakan 
kelengkapan kegiatan kurikuler. 
b. Pemahaman mahasiswa tentang organisasi kemahasiswaan merupakan 
wahana bagi pembinaan rasa kekeluargaan antara sesame warga sivitas 
akademika. 
c. Pemahaman mahasiswa tentang bentuk organisasi kemahasiswaan. 
d. Pemahaman mahasiswa tentang kedudukan, tugas pokok dan fungsi 
organisasi kemahasiswaan. 
e. Pemahaman mahasiswa tentang keanggotaan dan kepengurusan organisasi 
kemahasiswaan. 
f. Pemahaman tentang pembiayaan atau sumber pendanaan organisasi 
kemahasiswaan.waan melalui konsolidasi organisasi. 
F. Metodologi Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian 
deskriptif-kualitatif, artinya peneliti mencoba untuk memaparkan permasalahan 
yang diteliti dengan menggunakan teori-teori yang ada untuk menganalisa realita 
permasalahan di lapangan agar dapat menjelaskan fenomena-fenomena yang 
menjadi fokus kajian dalam penelitian ini.  Metode penelitian kualitatif adalah 
metode untuk menyelidiki obyek yang tidak dapat diukur dengan angka-angka 
ataupun ukuran lain yang bersifat eksak. Penelitian kualitatif juga bisa diartikan 
sebagai riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan 
pendekatan induktif. Penelitian kualitatif jauh lebih subyektif daripada penelitian 
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atau survei kuantitatif dan menggunakan metode sangat berbeda dari 
mengumpulkan informasi, terutama individu, dalam menggunakan wawancara 
secara mendalam dan grup fokus. Teknik pengumpulan data kualitatif diantaranya 
adalah interview (wawancara), quesionere (pertanyaan-pertanyaan/kuesioner), 
schedules (daftar pertanyaan), dan observasi (pengamatan, participant observer 
technique), penyelidikan sejarah hidup (life historical investigation), dan analisis 
konten (content analysis).  
2. Teknik Pengumpulan Data 
Untuk memperoleh data dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik, 
yaitu teknik kepustakaan, teknik interview dan teknik dokumentasi. Melalui 
beberapa teknik tersebut diharapkan dapat diperoleh data primer maupun 
sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden, 
sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui buku-buku, 
jurnal, baik jurnal nasional maupun lokal. 
Secara rinci masing-masing teknik seperti tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai 
berikut : 
a. Kepustakaan 
Sebagai bahan dasar untuk menyusun konsep-konsep teoritis dan 
menjelaskan analisa data. Berupa buku literature, artikel, majalah, yang relevan 
dengan penelitian ini. 
b. Interview 
Interview adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk 
mendapatkan keterangan secara lisan melalui percakapan langsung atau 
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berhadapan langsung dengan orang yang dapat memberikan informasi atau 
keterangan pada si peneliti. 
c. Dokumentasi 
Yaitu suatu tekni pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menambahkan 
data-data yang telah ada dilokasi penelitian untuk menyusun deskripsi wilayah 
penelitian dan memperluas serta mempertajam analisa materi penelitian. 
Berdasarkan uraian dimuka maka penulis dalam melakukan pengumpulan data 
lebih memprioritaskan data yang berasal dari interview secara lisan dan langsung 
kepada obyek yang diteliti yaitu mahasiswa. Adapun data-data pokok yang kami 
butuhkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
a. Kondisi proses sosialisasi Politik di kalangan mahasiswa sesuai fakta yang 
ada di lapangan, terutama ditinjau dari kesadaran politik mereka untuk 
berpartisipasi di dakam kehidupan kampus. 
b. Melalui sarana atau agen apa saja terjadinya proses sosialisasi Politik 
terhadapa mahasiswa, dan melalui salah satu sarana atau agen apa yang lebih 
mendominasi dalam proses sosialisasi Politik tersebut. 
c. Kondisi pemahaman mahasiswa dalam memahami nilai-nilai politik yang 
ada di dalam masyarakat Indonesia, dimana mereka dapat mengetahui bagaimana 
seharusnya masing-masing anggota masyarakat berpartisipasi dalam sistem 
politiknya. 
d. Pemahaman mahasiswa terhadap organisasi kemahasiswaan, terutama 
terhadap kedudukannya, bentuk organisasinya dan fungsinya, dan bagaimana 
peranannya dalam member bekal/kemampuan kepada mahasiswa diluar kegiatan 
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perkuliahan khususnya memberikan pemahaman kepada mahasiswa terhadap 
nilai-nilai politik. 
3. Lokasi Penelitian 
Sesuai dengan tujuan dan permasalahan penelitian, maka penelitian ini dilakukan 
pada mahasiswa yang melanjutkan studi di Universitas Islam Negeri Alauddin 
Samata-Gowa. Pemilihan lokasi penelitian ini berdasarkan beberapa pertimbangan 
sebagai berikut : 
a. Universitas Islam Negeri Alauddin Samata-Gowa merupakan perguruan 
Tinggi Negeri yang salah salah satu fakultasnya terdapat jurusan ilmu politik. 
b. Penyusun pernah berperan aktif secara langsung dalam kegiatan organisasi 
kemahasiswaan di Universitas Islam Negeri Alauddin Samata-Gowa selaku 
pengurus sehingga diharapkan akan lebih memudahkan dalam memahami 
fenomena-fenomena yang ada. 
4. Teknik Analisa Data 
Data yang berhasil dikumpulkan dianalisa menggunakan pendekatan kualitatif. 
Menurut Earl R. Babbie, model analisa sebagai berikut : 40 
1. Analisa data dalam penelitian lapangan dilakukan secara jalin menjalin 
dengan proses pengamatan. 
2. Berusaha menemukan kesamaan dan perbedaan berkenaan dengan gejala-
gejala politik yang diamati, yakni menentukan pola-pola pendidikan Politik atau 
proses sosialisasi Politik yang berlaku pada masyarakat yang diteliti dan 
menemukan penyimpangan-penyimpangan terhadap pola-pola pendidikan Politik 
atau proses sosialisasi Politik tersebut. 
25 
 
 
 
3. Menentukan taksonomi pendidikan Politik berkenaan dengan fenomena-
fenomena politik yang diamati. 
4. Menyusun secara tentatif proposisi-proposisi teoritis berkenan dengan 
hubungan antar katagori yang dikembangkan atau dihasilkan dari penyusunan 
taksonomi tersebut diatas. 
5. Melakukan pengamatan lebih lanjut terhadap pendidikan Politik yang 
berkaitan dengan proposisi-proposisi teoritis sementara. 
6. Mengevaluasi proposisi-proposisi teoritis sementara untuk menghasilkan 
kesimpulan-kesimpulan. 
7. Untuk mencegah penarikan kesimpulan secara subyektif, dilakukan upaya 
sebagai berikut : 
a. Melengkapi pengamatan terhadap gejala-gejala kualitatif dengan 
pengamatan secara lebih luas. 
b. Mengembangkan intersubjectivity melalui diskusi dengan orang lain. 
c. Menjaga kepekaan sosial dan kesadaran sebagai peneliti. 
Dengan menggunakan pendekatan kualitatif sebagaimana diuraikan di atas, 
diharapkan akan mampu menjawab permasalahan-permasalahan yang diuraikan 
diatas. 
G. Garis Besar isi 
Bab I adalah merupakan pendahuluan yang memuat permasalahan di 
dalamnya, yang dilanjutkan dengan rumusan masalah, definisi operasional, 
metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian, kajian pustaka, kemudian 
tujuan dan kegunaan, dan garis besar isi. 
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 Bab II mengurai tentang selayang pandang Universitas Islam Negeri (UIN) 
Alauddin Samata – Gowa yang mencakup tentang sejarah, visi-misi serta tujuan 
Universitas . 
 Bab III menjelaskan tentang sejarah perpolitikan mahasiswa Universitas 
Islam Negeri (UIN) Alauddin Samata – Gowa . 
 Bab IV adalah bab yang membahas tentang bentuk-bentuk pendidikan 
politik mahasiswa di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Samata – Gowa. 
 Bab V adalah bab yang khusus membahas tentang peran organisasi Badan 
Eksekutif Mahasiswa (BEM) UIN Alauddin Samata - Gowaa terhada pendidikan 
politik mahasiswa di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Samata – Gowa.  
Bab VI adalah bab penutup yang mencakup kesimpulan dan saran yang 
ditarik dari uraian sebelumnya dan saran-saran yang dapat dijadikan bahan 
pertimbangan demi kesempurnaan penulisan di kemudian hari. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB II 
SELAYANG PANDANG UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
ALAUDDIN SAMATA-GOWA 
 
A. Sejarah Perkembangan 
Sejarah perkembangan Universitas Islam Negeri Alauddin  Makassar, 
yang dulu Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Alauddin Makassar melalui 
beberapa fase yaitu:  
Fase pertama: tahun 1962 s.d 1965. Pada mulanya IAIN Alauddin 
Makassar yang kini menjadin UIN Alauddin Makassar berstatus Fakultas Cabang 
dari IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, atas desakan Rakyat dan Pemerintah 
Daerah Sulawesi Selatan serta atas persetujuan Rektor IAIN Sunan Kalijaga 
Yogyakarta, Menteri Agama Republik Indonesia mengeluarkan Keputusan Nomor 
75 tanggal 17 Oktober 1962 tentang penegerian Fakultas Syari'ah UMI menjadi 
Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Cabang Makassar pada 
tanggal 10 Nopember 1962. Kemudian menyusul penegerian Fakultas Tarbiyah 
UMI menjadi Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Cabang 
28 
 
 
 
Makassar pada tanggal 11 Nopember 1964 dengan Keputusan Menteri Agama 
Nomor 91 tanggal 7 Nopember 1964. Kemudian Menyusul pendirian Fakultas 
Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta cabang Makassar tanggal 28 
Oktober 1965 dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 77  tanggal 28 Oktober 
1965. 
Fase tahun 1965 s.d 2005. Dengan mempertimbangkan dukungan dan 
hasrat yang besar  dari rakyat dan Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan terhadap 
pendidikan dan pengajaran agama Islam tingkat Universitas, serta landasan 
hukum Peraturan Presiden Nomor 27 tahun 1963 yang antara lain menyatakan 
bahwa dengan sekurang-kurangnya tiga jenis fakultas IAIN dapat digabung 
menjadi satu institut tersendiri sedang tiga fakultas dimaksud telah ada di 
Makassar, yakni Fakultas Syari'ah, Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Ushuluddin, 
maka mulai tanggal 10 Nopember 1965 berstatus mandiri dengan nama Institut 
Agama Islam Negeri Al-Jami'ah al-Islamiyah al-Hukumiyah di Makassar dengan 
Keputusan Menteri Agama Nomor 79 tanggal 28 Oktober 1965. 
Penamaan IAIN di Makassar dengan “Alauddin” diambil dari nama raja 
Kerajaan Gowa yang  pertama memuluk Islam dan memiliki latar belakang 
sejarah pengembangan Islam di masa silam, di samping mengandung harapan 
peningkatan kejayaan Islam di masa mendatang di Sulawesi Selatan pada 
khususnya dan Indonesia bahagian Timur pada umumnya. Sultan Alauddin adalah 
raja Gowa XIV tahun 1593-1639, (kakek/datok) dari Sultan Hasanuddin Raja 
Gowa XVI, dengan nama lengkap I Mangnga'rangi Daeng Manrabbia Sultan 
Alauddin, yang setelah wafatnya digelari juga dengan Tumenanga ri Gaukanna 
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(yang mangkat dalam kebesaran kekuasaannya), demikian menurut satu versi, dan 
menurut versi lainnya gelar setelah wafatnya itu adalah Tumenanga ri Agamana 
(yang wafat dalam agamanya). Gelar Sultan Alauddin diberikan kepada Raja 
Gowa XIV ini, karena dialah Raja Gowa yang pertama kali menerima agama 
Islam sebagai agama kerajaan. Ide pemberian nama “ Alauddin ” kepada IAIN 
yang berpusat di Makassar tersebut, mula pertama dicetuskan oleh para pendiri 
IAIN “ Alauddin” , di antaranya adalah Andi Pangeran Daeng Rani, 
(cucu/turunan) Sultan Alauddin, yang juga mantan Gubernur Sulawesi Selatan, 
dan Ahmad Makkarausu Amansyah Daeng Ilau, ahli sejarah Makassar. 
Pada Fase ini, IAIN (kini UIN) Alauddin yang semula hanya memiliki tiga 
(3) buah Fakultas, berkembang menjadi lima (5)  buah Fakultas ditandai dengan 
berdirinya Fakuktas Adab berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI No. 148 
Tahun 1967 Tanggal 23 Nopember 1967, disusul Fakultas Dakwah dengan 
Keputusan Menteri Agama RI No.253 Tahun 1971 dimana Fakultas ini 
berkedudukan di Bulukumba (153 km arah selatan kota Makassar), yang 
selanjutnya dengan Keputusan Presiden  RI No.9 Tahun 1987 Fakultas Dakwah 
dialihkan ke Makassar, kemudian disusul pendirian Program Pascasarjana (PPs) 
dengan Keputusan Dirjen Binbaga Islam Dep. Agama No. 31/E/1990 tanggal 7 
Juni 1990 berstatus kelas jauh dari PPs IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang 
kemudian dengan Keputusan Menteri Agama RI No. 403 Tahun 1993 PPs IAIN 
Alauddin Makassar menjadi PPs yang mandiri. 
Fase Tahun 2005 s.d sekarang. Untuk merespon tuntutan perkembangan 
ilmu pengetahuan dan perubahan mendasar atas lahirnya  Undang-Undang Sistem 
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Pendidikan Nasional No.2 tahun 1989 di mana jenjang pendidikan pada 
Departemen Pendidikan Nasional R.I dan Departemen Agama R.I, telah 
disamakan kedudukannya khususnya jenjang pendidikan menegah, serta untuk 
menampung lulusan jenjang pendidikan menengah di bawah naungan Departemen 
Pendidikan Nasional R.I dan Departemen Agama R.I, diperlukan perubahan status 
Kelembagaan dari Institut menjadi Universitas, maka atas prakarsa pimpinan 
IAIN Alauddin periode 2002-2006 dan atas dukungan civitas Akademika 
dan  Senat IAIN Alauddin serta Gubernur  Sulawesi Selatan, maka diusulkanlah 
konversi IAIN Alauddin Makassar menjadi UIN Alauddin Makassar kepada 
Presiden R.I melalui Menteri Agama R.I dan Menteri Pnedidikan Nasional R.I. 
Mulai 10 Oktober 2005 Status Kelembagaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 
Alauddin Makassar berubah menjadi (UIN) Universitas Islam Negeri 
Alauddinn  Alauddin Makassar berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) 
Republik Indonesia No 57 tahun 2005 tanggal 10 Oktober 2005 yang ditandai 
dengan peresmian penandatanganan prasasti oleh Presiden RI Bapak DR H Susilo 
Bambang Yudhoyono pada tanggal 4 Desember 2005 di Makassar. 
Dalam perubahan status kelembagaan dari Institut ke Universitas , UIN 
Alauddin Makasar mengalami perkembangan dari lima (5) buah Fakutas menjadi 
7 (tujuh) buah Fakultas dan 1 (satu) buah Program Pascasarjana (PPs) berdasarkan 
Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 tahun 2006 tanggal 16 Maret 2006, yaitu:  
1) Fakuktas Syari'ah dan Hukum  
2) Fakuktas Tarbiyah dan Keguruan  
3) Fakultas Ushuluddin dan Filsafat  
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4) Fakultas Adab dan Humaniora  
5) Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
6) Fakultas Sains dan Teknologi  
7) Fakultas Ilmu Kesehatan. 
8) Prgoram Pascasarjana(PPs)  
 
 
B. Visi, Misi dan Tujuan 
VISI 
Visi UIN Alauddin Makassar adalah menjadi pusat keunggulan akademik 
dan intelektual yang mengintegrasikan ilmu-ilmu agama dengan ilmu 
pengetahuan dan teknologi dan mengembangkan nilai-nilai akhlak mulia, 
kapasitas, potensi, dan kepribadian muslim Indonesia yang lebih 
berperadaban.  
MISI 
Sedangkan misinya adalah untuk: 
1. Memperkokoh tekad untuk menjadi pusat keunggulan akademik dan 
intelektual yang konprehensif yang membuahkan masyarakat yang 
kosmopolitan dan berperadaban 
2. Menanamkan nilai-nilai moral dan akhlak mulia serta dasar-dasar spritual, 
keimanan dan ketaqwaan. 
3. Mengintegrasikan kembali ilmu-ilmu agama dan ilmu pengetahuan dan 
teknologi. 
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4. Mengembangkan potensi dan kapasitas mahasiswa yang dapat dijadikan 
sebagai landasan yang kokoh untuk menjadi cerdas, dinamis, kreatif, 
mandiri dan inovatif. 
5. Memperkuat pengembangan dan pengelolaan sumber daya fisik, fiskal dan 
manusia melalui kerjasama dan terkoneksitas.  
 
 
TUJUAN  
1. Menyiapkan mahasiswa  agar menjadi anggota 
masyarakat   yang  memiliki  akhlakul  karimah  dan kemampuan 
akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, 
dan/atau menciptakan ilmu pengetahuan agama Islam, ilmu pengetahuan 
teknologi, serta seni  yang dijawai oleh nilai-nilai ke-Islaman.Terwujudnya 
lembaga pendidikan yang menjadi pusat pengembangan nilai-nilai akhlak 
mulia dan spiritual 
2. Terwujudnya keunggulan akademik intelektual yang mengintegrasikan 
ilmu-ilmu agama, dan ilmu-ilmu umum.  
3. Berkembangnya kehidupan masyarakat yang lebih berperadaban dengan 
keunggulan komprehensif.  
4. Lahirnya luaran yang memiliki kapasitas dan potensi integritas 
kepribadian yang lebih kreatif, produktif, cerdas, dinamis, mandiri, dan 
inovatif.  
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5. Terealisirnya hasil-hasil kerjasama dan interkoneksitas serta kokohnya 
potensi sumber daya manusia, fisik dan fiscal yang dimiliki lembaga.  
C. Pandangan Umum Organisasi Kemahasiswaan 
1. Hakikat Organisasi Kemahasiswaan 
Manusia adalah makhluk sosial, mengandung arti bahwa manusia 
membutuhkan manusia lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Demikian juga 
dengan mahasiswa tidak dapat hidup tanpa bersinggungan dengan mahasiswa 
yang lain, dengan membentuk sebuah organisasi. 
Untuk memahami lebih jauh mengenai organisasi kemahasiswaan, perlu 
kiranya terlebih dahulu memahami istilah organisasi secara umum. Secara singkat 
Veithzal Rifai mendefinisikan organisasi sebagai berikut: 
“organisasi merupakan suatu unit terkoordinasi yang terdiri dari 
setidaknya dua orang, berfungsi mencapai suatu sasaran tertentu atau 
serangkaian sasaran.”6 
 
Veithzal Rivai memposisikan organisasi sebagai sebuah unit yang 
terkoordinasi, mengandung arti bahwa sebuah organisasi haruslah memiliki 
sebuah sistem yang berfungsi rule berjalannya organisasi, demikian juga dengan 
organisasi kemahasiswaan. 
Organisasi kemahasiswaan merupakan sebuah organisasi yang anggotanya 
para mahasiswa (aktivis) yang sedang menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi 
yang penyelenggaraannya berdasarkan prinsip sebagai wahana proses pendidikan. 
Hal tersebut sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam 
                                                          
6 6
 Veithzal Rivai, Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan, (Cet. I; PT. 
Remaja Rosdakarya, 2008), h. 188 
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Departemen Agama Republik Indonesia tentang Pedoman Umum Organisasi 
Kemahasiswaan, yakni: 
“organisasi kemahasiswaan diselenggarakan berdasarkan prinsip sebagai 
wahana proses pendidikan kepada mahasiswa sesuai dengan ketentuan 
perundang-undangan yang berlaku (Bab II; Dasar dan Tujuan Organisasi 
Pasal 2)”.7 
 
Berdasarkan tingkat kepastian struktur yang diutarakan oleh Herbert G. 
Hicks, maka organisasi kemahasiswaan termasuk kategori organisasi formal 
karena secara struktur dan wewenang sudah terperinci dengan jelas. Organisasi 
kemahasiswaan dapat diklasifikasi menjadi dua menurut keberadaannya, yakni 
organisasi intra-universiter dan organisasi ekstra universiter. Organisasi intra 
universiter adalah organisasi kemahasiswaan yang memiliki kedudukan resmi di 
lingkungan kampus dan mendapat pendanaan kegiatan kemahasiswaan dari 
kampus, sedangkan organisasi ekstra universiter adalah organisasi yang 
kedudukannya berada di luar kampus yang anggotanya adalah mahasiswa yang 
berasal dari berbagai universitas. 
Mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Agama Islam 
Departemen Agama tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan yang 
menyebutkan bahwa: 
Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan: 
1) Perguruan Tinggi Agama Islam yang selanjutnya disebut PTAI adalah satuan 
pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi di bawah koordinasi 
Departemen Agama 
                                                          
7
 Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Agama Islam Departemen Agama R.I. 
Buku Saku Mahasiswa; Pedoman Aturan dan Ketentuan dalam Kehidupan Kampus, 2009), h. 5 
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2) Organisasi kemahasiswaan adalah organisasi Intra Kemahasiswaan PTAI yang 
berfungsi sebagai wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah 
perluasan wawasan, peningkatan kecendekiawanan dan integritas kepribadian 
untuk mencapai tujuan PTAI. 
3) Organisasi Intra Kemahasiswaan antar perguruan tinggi adalah organisasi intra 
kemahasiswaan yang melaksanakan kerja sama sebagai wahana melakukan 
pengembangan diri mahasiswa untuk menanamkan sikap ilmiah, pemahaman 
ke arah profesi dan sekaligus meningkatkan kerja sama, serta menumbuhkan 
rasa persatuan dan kesatuan. 
4) Kegiatan kurikuler mencakup akademik, penelitian dan pengabdian kepada 
masyarakat. 
5) Kegiatan ekstra kurikuler adalah kegiatan kemahasiswaan yang meliputi 
kepemimpinan, penalaran, bakat dan minat, upaya perbaikan kesejahteraan 
mahasiswa dan bakti sosial bagi masyarakat (BAB I Ketentuan Umum Pasal 
1).
8
 
Dari kutipan Surat Keputusan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa 
tujuan organisasi kemahasiswaan adalah media penalaran mahasiswa serta 
membentuk karakter mahasiswa yang kritis, ilmiah, organisatoris dan pengabdi 
terhadap masyarakat. 
Lebih lanjut mengenai fungsi organisasi kemahasiswaan tertuang dalam 
pasal 6, yakni: 
                                                          
8
 Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Agama Islam, Departemen Agama 
Republik Indonesia. Ibid., h. 5 
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Organisasi kemahasiswaan intra PTAI mempunyai fungsi sebagai wahana 
dan sarana: 
1) Perwakilan mahasiswa intra PTAI untuk menampung dan menyalurkan 
aspirasi mahasiswa, menetapkan garis-garis besar program dan kegiatan 
kemahasiswaan; 
2) Komunikasi antar mahasiswa; 
3) Pengembangan potensi mahasiswa sebagai insane akademis, calon ilmuwan 
dan intelektual yang berguna bagi masyarakat; 
4) Pengembangan intelektual, bakat dan minat, pelatihan keterampilan, 
organisasi, manajemen dan kepemimpinan mahasiswa; 
5) Pembinaan dan pengembangan kader-kader agama dan bangsa yang 
berpotensi dalam melanjutkan kesinambungan pembangunan nasional. 
6) Pemeliharaan dan pengembangan ilmu dan keagamaan yang dilandasi oleh 
norma akademis, etika, moral dan wawasan kebangsaan. 
Selain itu salah satu fungsi organisasi kemahasiswaan adalah sebagai 
wahana pembelajaran demokrasi yang mendukung kebebasan akademik, 
kebebasan mimbar akademik, dan otonomi perguruan tinggi sebagai lembaga 
keilmuan yang harus digalakkan.  
2. Ciri-ciri Organisasi Kemahasiswaan 
Setelah mempelajari berbagai pengertian organisasi, baik organisasi secara 
umum maupun organisasi kemahasiswaan, serta berdasarkan pengalaman penulis 
dalam bergelut di berbagai organisasi, baik intra universiter maupun ekstra 
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universiter. Maka, dalam bagian ini penulis mengemukakan beberapa cirri 
mengenai organisasi kemahasiswaan, antara lain: 
a. Terbentuk berdasarkan adanya persamaan persepsi mengenai perlu adanya 
sebuah wadah yang berfungsi sebagai sarana pengembangan diri mahasiswa. 
b. Memiliki visi dan misi yang disepakati bersama yang didalamnya mencakup 
arah perjuangan organisasi (biasanya tertuang dalam AD/ART organisasi yang 
bersangkutan). 
c. Adanya pembagian tugas dan wewenang. 
d. Mempunyai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagai landasan 
hukum keberadaan sebuah organisasi. 
3. Asas-Asas Organisasi Kemahasiswaan 
Dalam praktiknya perjalanan organisasi kemahasiswaan tidak dapat 
terlepas dari munculnya berbagai kendala. Kendala tersebut muncul karena 
ketidakpahaman para pelaku organisasi terhadap apa dan bagaimana yang harus 
dilakukan dalam menjalankan roda organisasi. Olehnya itu sangat diperlukan oleh 
para pelaku organisasi untuk memahami asas-asas organisasi dalam praktek. 
Dalam hal ini terdapat empat pilar yang harus dipenuhi dalam menjalankan 
sebuah organisasi, antara lain: 
1) Komunikasi. Komunikasi merupakan elemen penting dalam menjalankan 
organisasi kemahasiswaan. Salah satu manfaatnya adalah agar tidak terjadi 
miskonsepsi antara pemberi perintah dan yang akan menjalankan perintah. 
Dalam hal ini komunikasi harus dikemas dengan baik, karna apabila terjadi 
kesalahan maka akan berakibat fatal terhadap jalannya organisasi. 
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2) Profesionalitas. Profesionalitas dalam hal ini menitikberatkan pada pembagian 
kerja organisasi kemahasiswaan. Artinya pembagian kerja harus sesuai dengan 
tupoksi (tugas, pokok dan fungsi) masing-masing berdasarkan kewenangan 
yang melekat padanya dan setiap orang yang diberikan mandat harus 
menjalankan fungsinya dengan baik. 
3) Kemandirian. Sebagaimana fungsinya, organisasi kemahasiswaan diharapkan 
membentuk kemandirian mahasiswa. Dalam hal ini setiap anggota organisasi 
dapat menjalankan tugasnya dengan bantuan atau tanpa bantuan orang lain. 
4) Kekeluargaan, ketika kita hidup dalam organisasi maka human relation 
terjalin dengan baik. Roda organisasi akan berjalan dengan baik apabila 
disertai dengan semangat kekeluargaan diantara para pengurus yang terdapat 
didalam struktur organisasi kemahasiswaan.
9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
9
 Sutarto, Metodologi Penelitian (Pendekatan Kuantitatif, Pendekatan Kualitatif dan R&B), 
(Cet. II; Bandung: Alfabeta, 2009), h. 40. 
39 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB III 
PROFIL PENDIDIKAN POLITIK MAHASISWA 
 
A. Dewan Mahasiswa (DEMA) 
Sebelum melihat kondisi mahasiswa pada masa berlakunya Dewan 
Mahasiswa (DEMA), terlebih dahulu secara selintas merujuk pada sejarah 
mahasiswa periode sebelumnya. Hal ini sebagai sebuah masukan penting untuk 
melacak akar sejarah kemunculan gerakan mahasiswa yang berfungsi politis. 
Burhan D. Magenda menguraikan bahwa: 
:…, latar belakang sosial mahasiswa-mahasiswa pada periode Demokrasi 
Parlementer tidak banyak berubah dari jaman colonial. Walaupun ada 
mahasiswa yang berasal dari golongan menengah di luar pemerintah, sebgaian 
besar mahasiswa memiliki latar belakang aristokrasi, priyayi dan anak 
pegawai tinggi pemerintahan. Jumlah mahasiswa yang sedikit ini menjamin 
tersedianya tempat untuk mereka dalam birokrasi pemerintahan yang sedang 
dibangun. Kesadaran akan peranannya sebagai the future elite memberikan 
perasaan aman kepada mahasiswa. Tambahan pula, sebagian dari mereka 
adalah bekas pejuang bersenjata, yang menganggap tugas belajarnya sebagai 
suatu noblesse oblige untuk mengisi kemerdekaan. Ini mungkin bisa 
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menjelaskan mengapa dari segi subyektif para mahasiswa, periode Demokrasi 
Parlementer ditandai oleh ketiadaan gerakan mahasiswa yang berfungsi 
politik”.10 
 
Pernyataan di atas memperlihatkan bahwa pada masa Demokrasi 
Parlementer, mahasiswa tidak melakukan partisipasi politik gerakan mahasiswa 
karena adanya jaminan tempat (pekerjaan) bagi mereka setelah lulus 
menyelesaikan perkuliahan, dan juga dilihat dari hubungan sosial (pribadi) antara 
mahasiswa dan lapisan elit politik nasional pada waktu itu terlihat adanya 
kedekatan pribadi sehingga hal ini dapat menjadi faktor penyebab ketiadaan 
gerakan mahasiswa yang berfungsi politik. Kemudian faktor lain yang 
mempengaruhi adalah system politik dari demokrasi parlementer yang 
memberikan tempat bagi partai politik untuk berperan lebih besar dari sistem 
politik, pemerintah, dan negara, sehingga keadaan ini mengakibatkan aspirasi 
politik dari seluruh rakyat akan tersalurkan oleh partai politik. Artinya, partai 
politik yang berbasis massa menjalankan fungsinya sebagai political control yang 
secara otomatis membutuhkan dukungan yang sebesar-besarnya dari masyarakat. 
Dengan adanya hubungan inilah terjadi komunikasi politik antara rakyat dan 
partai politik, yang secara langsung dapat tersalurkan oleh partai politik yang 
menjadi induknya. 
Gerakan mahasiswa baru muncul pada masa Demokrasi Terpimpin 
sebagaimana yang diuraikan oleh Burhan D. Magenda yang mengemukakan: 
“Apakah pengaruh sistem Politik Terpimpin terhadap gerakan mahasiswa? 
Pada tingkatan pertama, gerakan mahasiswa diusahakan untuk menjadi 
actor dalam politik nasional sebagai kekuatan yang bebas dari partai. 
                                                          
10
 Burhan B. Magenda dalam Pilihan Artikel Prisma, Analisis Kekuatan Politik di 
Indonesia, (Cet. IV; Jakarta: Pustaka LP3ES, 1995), h. 132 
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Peranan ini dibuka oleh pihak Angkatan Darat yang pada tahun 1957 
membentuk Badan Kerjasama Pemuda Militer. Ini adalah forum pertama 
di mana gerakan mahasiswa menjadi partisipan untuk politik nasional atas 
namanya sendiri. Ide badan kerjasama ini bertujuan melemahkan peranan 
partai-partai politik dengan menekankan penyatuan unsur-unsur atas dasar 
fungsinya, suatu embrio dari ide Golongan Karya.”11 
 
Selain alasan tersebut, meningkatnya gerakan mahasiswa dalam politik 
seiring dengan peningkatan jumlah mahasiswa di Perguruan Tinggi dan adanya 
proses mobilisasi politik yang terjadi pada masa Demokrasi Terpimpin. Hal ini 
memperlihatkan bahwa mahasiswa memulai gerakan mahasiswa dengan 
peningkatan kualitas dan kuantitas dalam bidang politik. Kondisi ini akhirnya 
terus berkembang sampai pada masa terbentuknya organisasi kemahasiswaan di 
dalam kampus, yakni Dewan Mahasiswa (DEMA). 
Organisasi kemahasiswaan yang berbentuk DEMA baru muncul 
kepermukaan sekitar tahun 1965 yang mulai secara aktif melakukan gerakan 
politik dengan berbasis pada kampus dan pada saat itu pula mahasiswa menjadi 
salah satu kekuatan politik (partisipan) untuk menggulingkan kekuasaan Orde 
Lama, namun pada saat itu mereka masih tergabung dalam Kesatuan Aksi 
Mahasiswa Indonesia (KAMI) yang merupakan wadah gerakan mahasiswa di luar 
kampus (organisasi ekstra universite). Sebelum tahun 1966, DEMA lebih 
cenderung untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa seperti mengusahakan buku-
buku yang dibutuhkan mahasiswa. Mengupayakan kelompok-kelompok 
belajar/diskusi, dan lain-lain. 
Dewan Mahasiswa (DEMA) sebagai organisasi intra-universiter memiliki 
hubungan akrab dengan organisasi ekstra-universiter serperti Himpunan 
                                                          
11
 Ibid., h. 136 
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Mahasiswa Islam (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), 
Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Perkumpulan Mahasiswa 
Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia 
(GMKI, dan lain-lain. Akan tetapi, keterlibatan Dewan Mahasiswa (DEMA) 
dalam hal ini tidak secara langsung. 
B. Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK) dan Badan Koordinasi 
Kemahasiswaan (BKK) 
Ketentuan Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK) diberlakukan pada 
tanggal 19 April 1978 melalui Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan R.I Nomor: 0156/U/1978. Hampir dapat dipastikan bahwa NKK 
tidak ada kaitannya dengan kegiatan kurikuler, jika pun ada yang bersinggungan 
adalah dalam hal diintrodusirnya ketentuan NKK pada saat di Perguruan Tinggi 
sudah berlangsung kegiatan akademik dengan sistem Satuan Kredit Semester 
(SKS). Sistem SKS mulai efektif dilaksanakan sejak pertengahan tahun 70-an, 
sementara NKK dilaksanakan setelah terjadi beberapa gejolak politik yang 
dianggap bermulai dari kegiatan kehidupan kemahasiswaan. Terlepas dari apapun 
pertimbangan dilaksanakannya NKK, yang jelas bahwa kebijakan itu muncul 
setelah terjadi berbagai gerakan kemahasiswaan yang memiliki implikasi politis.
12
 
Secara esensial, kebijakan NKK ingin menjadikan seluruh kegiatan 
kehidupan kemahasiswaan yang non-kurikuler di dalam kampus menjadi bagian 
kegiatan yang bersifat formal. Seluruh kegiatan dijadikan sebagai ko-kurikuler 
yang mendampingi kegiatan kurikuler. Dengan demikian seluruh kehidupan 
                                                          
12
 Ashadi Siregar, Budaya Mahasiswa Pasca NKK, dalam “Dinamika Budaya dan Politik 
dalam Pembangunan”, (Cet. I; Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1991), h. 216 
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kegiatan kemahasiswaan yang berlangsung di kampus berada dalam kendali 
birokrasi Perguruan Tinggi. Suatu institusi pendidikan yang ideal tentulah 
mengembangkan program pengajaran (instruction) dan pendidikan (education). 
Sementara program pengajaran ditempuh melalui kegiatan kurikuler, maka 
program pendidikan dikembangkan dengan kegiatan ko-kurikuler. Jika pendidikan 
bertujuan untuk pengembangan diri, maka pertanyaannya adalah dikembangkan 
ke arah mana? Terlepas dari maksud-maksud politis yang mungkin terkandung 
dalam motivasi NKK, jika ketentuan tersebut dijalankan untuk mendampingi 
kegiatan kurikuler, tentu tidak memerlukan dukungan berbagai kegiatan lain yang 
dipandang dapat mengembangkan diri mahasiswa, sehingga dalam kapasitasnya 
yang dijalankan bersamaan dengan kegiatan kurikuler, hasilnya adalah sarjana 
atau pekerja professional yang mumpuni. 
Dalam kebijakan NKK, terdapat keputusan mencabut keberadaan Dewan 
Mahasiswa (DEMA), kemudian digantikan dengan terbentuknya Badan 
Koordinasi Kemahasiswaan (BKK) melalui Surat Keputusan Menteri Pendidikan 
dan Kebudayaan R.I Nomor: 0230/U/1980 tertanggal 24 september 1980 tengang 
Pedoman Umum Organisasi dan Keanggotaan Badan Koordinasi Kemahasiswaan 
Universitas/Institut Negeri, yang berfungsi sebagai pengkoordinir dari kegiatan-
kegiatan kemahasiswaan.
13
 
Peralihan bentuk organisasi dari DEMA ke BKK sangat berdampak pada 
aktivitas kemahasiswaan, karena secara otomatis, bentuk organidasi „badan‟ 
tersebut tidaklah mencerminkan keindependenan dari suatu organisasi 
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 Ibid., h. 217 
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kemahasiswaan, terlebih lagi kondisi ini diperparah oleh ketidakpaduan struktur 
organisasi kemahasiswaan yang pada akhirnya akan membuat persatuan 
mahasiswa menjadi terpecah dan cenderung lebih mementingkan bidang-
bidangnya masing-masing didalam pelaksanaan aktivitas-aktivitas kemahasiswaan 
di kampus. Di sini kegiatan kemahasiswaan merupakan suatu kegiatan ko-
kurikuler yang dibawa koordinasi birokrasi Perguruan Tinggi tanpa adanya 
kemandirian seperti pada masa DEMA. Hilangnya kemandirian dari suatu 
organisasi sangat mempengaruhi gerakan mahasiswa yang bermuatan politis. 
Fenomena perjalanan keorganisasian mahasiswa di atas terlihat terdapat 
pembatasan yang ketat dari pemerintah terhadap aktivitas-aktivitas 
kemahasiswaan. Kondisi seperti ini sangat dilematis apabila dilihat dari realita 
yang terdapat di Perguruan Tinggi dengan pelaksanaan NKK-BKK di kampus 
yang memiliki dampak yang cukup luas dalam kehidupan kemahasiswaan, di 
mana kondisi mahasiswa kurang memiliki keterampilan yang dibutuhkan oleh 
dunia kerja karena kegiatan ko-kurikuler yang diharapkan dapat mendidik 
keterampilan mahasiswabelum dapat berjalan dengan baik. Sedangkan kegiatan 
organisasi yang mandiri (DEMA) tidak diperkenankan lagi seiring dengan 
pemberlakuan NKK-BKK.  
Keberdadaan kebijakan NKK-BKK membatasi aktivitas-aktivitas 
kemahasiswaan dengan koordinasi dan pengawasan secara langsung oleh pihak 
Perguruan Tinggi. Kondisi ini secara otomatis akan melahirkan sikap 
ketergantungan mahasiswa pada pihak lain (pihak kampus), sehingga nantinya 
akan melahirkan mahasiswa-mahasiswa yang kurang mandiri. Padahal 
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kemandirian tersebut merupakan dasar dari pembinaan keterampilan terhadap 
mahasiswa. Melihat fenomena tersebut, pemerintah melalui Departemen 
Pendidikan dan Kebudayaan melakukan perubahan konsep dalam pembinaan 
kemahasiswaan dengan mencabut kebijakan NKK-BKK dan mengeluarkan 
pedoman umum yang baru bagi organisasi kemahasiswaan melalui SK 
Mendikbud Nomor: 0457/U/1990. Dengan pedoman yang baru tersebut 
diharapkan dunia kemahasiswaan akan dapat melatih kemandirian mahasiswa 
dalam pengembangan dirinya, sesuai dengan kebutuhan sumber daya manusia 
dalam pembangunan nasional.  
Ditinjau dari segi pendidikan politik bagi mahasiswa, kondisi di atas 
sangat tidak menguntungkan karena pendidikan politik yang dilakukan hanya 
terbatas pada pengajaran atau penyampaian informasi mengenai ilmu politik 
(khususnya bagi mahasiswa Sosial dan Politik), pensosialisasian yang gencar 
mengenai UUD 1945 terhadap seluruh mahasiswa dan penyampaian informasi 
terhadap seluruh mahasiswa tentang sikap pandang dan tujuan dari Orde Baru, 
diharapkan mahasiswa dapat memiliki kesadaran yang tinggi terhadap hak dan 
kewajibannya sebagai warga negara Indonesia, sehingga titik berat pembangunan 
nasional dapat tercapai dengan baik. 
C. Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi (SMPT) 
Kebijakan NKK-BKK yang dikeluarkan pemerintah sampai sekarang 
masih berdampak terhadap kehidupan mahasiswa, di mana mahasiswa menjadi 
“steril” dan sama sekali kehilangan kepekaan pada masalah-masalah sosial-
politik, kecuali kelompok mahasiswa yang tetap kreatif dan concern dengan 
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perjuangannya. Walaupun pada tanggal 9 Juli 2007 dikeluarkan Surat Keputusan 
Direktur Jenderal Pendidikan Agama Islam tentang Pedoman Umum Organisasi 
Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi Islam. Dengan lahirnya keputusan tersebut, 
cukup membawa angin segar bagi organisasi kemahasiswaan, walaupun 
keputusan tersebut belum sepenuhnya mengembalikan peranan mahasiswa yang 
produktif dan peka terhadap masalah-masalah sosoal-politik. Tentunya hal 
tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh Surat Keputusan tersebut, tetapi selain itu 
juga dipengaruhi oleh faktor orientasi dan motivasi mahasiswa, political will, dari 
pemerintah dan pihak Perguruan Tinggi Islam, faktor budaya mahasiswa yang 
cenderung individualistis, dan lain-lain. 
Terlepas dari semua faktor-faktor tersebut di atas, terlihat bahwa faktor 
yang paling mendasar adalah peraturan atau surat keputusan yang merupakan 
acuan pedoman bagi organisasi kemahasiswaan. Menurut hemat penulis, di dalam 
surat keputusan tersebut belum mengatur secara jelas mengenai visi dan misi dari 
keberadaan organisasi kemahasiswaan serta masih mencerminkan suatu sikap 
ketergantungan organisasi kemahasiswaan terhadap birokrasi kampus atau dengan 
kata lain masih adanya campur tangan yang cukup besar dari pihak kampus 
terhadap segala aktivitas mahasiswa di dalam organisasinya sendiri. 
Mencermati lebih jauh Surat Keputusan tersebut, maka akan sangat jelas 
terlihat bahwa mahasiswa masih belum diperkenankan untuk beraktivitas yang 
bersifat politis. Hal ini merupakan produk NKK-BKK yang masih tersirat di 
dalam surat keputusan. Selain itu, ditinjau dari segi manajemen dari Senat 
Mahaasiswa Perguruan Tinggi (SMPT), yang merupakan produk surat keputusan 
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di atas, maka akan terlihat sisi-sisi kelemahannya yang kurang sejalan dengan 
prinsip manajemen, antara lain:  
Pertama.  Tidak adanya keterpaduan structural dari organisasi 
kemahasiswaan, di mana SMPT hanya bertugas sebagai pengkoordinir seluruh 
kegiatan organisasi kemahasiswaan yang ada di kampus, tanpa adanya hak 
otonom untuk menentukan arah kebijakan dari seluruh organisasi yang ada di 
kampus. Hal ini terjadi karena secara structural SMPT bukan merupakan induk 
dari seluruh organisasi kemahasiswaan yang ada di kampus, sehingga secara 
otomatis SMPT tidak memiliki hak otonom untuk mengatur seluruh organisasi 
kemahasiswaan yang berada di bawah naungannya. 
Kedua, hak otonom yang dimiliki oleh organisasi kemahasiswaan menjadi 
kabur ketika ada ketentuan (pada pasal lain) bahwa pembiayaan organisasi 
kemahasiswaan dibebankan pada anggaran perguruan tinggi dan petunjuk teknis 
pelaksanaan dan peraturan (keputusan) bagi organisasi kemahasiswaan diatur oleh 
pihak Perguruan Tinggi. 
Dengan adanya ketentuan-ketentuan tersebut, maka secara otomatis akan 
memperlemah hak otonom dari organisasi kemahasiswaan, karena pihak 
Perguruan Tinggi akan dapat mengatur atau campur tangan terhadap organisasi 
kemahasiswaan melalui seperangkat peraturan yang dibuat sesuai dengan 
ketentuan tersebut di atas, dan juga pihak Perguruan Tinggi dapat saja tidak 
menyetujui suatu kegiatan dengan tidak memberikan biaya yang dibutuhkan. 
Dari dua pokok permasalahan di atas, menurut hemat penulis dapat 
mengakibatkan sikap ketergantungan dan ketidakmandirian organisasi 
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kemahasiswaan atau dengan kata lain mahasiswa dalam melaksanakan program-
programnya sangat tergantung kepada pihak kampus. Kondisi demikian juga 
dapat menimbulkan orientasi pengurus organisasi hanya pada program-program 
kegiatan yang formal dan cenderung mengutamakan penonjolan diri dengan 
kegiatan-kegiatan yang besar tanpa memperhitungkan sasaran dan tujuan dari 
suatu kegiatan. Dengan adanya oritentasi program-program yang besar tersebut 
maka dapat menimbulkan suatu persaingan di antara mahasiswa, yang pada 
akhirnya akan terbentuk kelompok-kelompok kepentingan di dalam suatu 
organisasi. Kondisi ini dapat juga ditimbulkan oleh perbedaan pandangan yang 
tajam di antara mahasiswa terhadap visi dan misi dari organisasinya dan pada 
akhirnya akan semakin mempertajam pertentangan di kalangan mahasiswa hingga 
melahirkan perpecahan dan kurang kompaknya mahasiswa dalam mengatasi 
permasalahannya sendiri. 
Di samping itu, kebijakan SMPT mampu melakukan suatu kepekaan 
dalam penyaluran aspirasinya (melakukan aksi) dalam bidang sosial-politik. 
Maka, SMPT akan mengalami hambatan-hambatan, mulai dari birokrasi perizinan 
sampai pada tuduhan “tindakan anarkhi” terhadap mahasiswa oleh pihak 
pemerintah. Padahal, perbandingan anarkhisme mahasiswa yang tergabung di 
dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) pada tahun 1966, lebih 
frontal dan lebih massif dari gerakan mahasiswa era sekarang ini. Dalam hal ini, 
ada baiknya mencermati uraian yang dikemukakan oleh Marsilam Simandjuntak 
sebagai berikut: 
“Demikianlah maka sebuah gerakan mahasiswa haruslah merupakan suatu 
aksi massa. Didahului oleh rapat umum yang dihadiri ribuan mahasiswa; 
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demostrasi mahasiswa yang membawakan suara hati nurani rakyat; 
didukung oleh seluruh masyarakat mahasiswa dalam jiwa dan semangat 
persatuan dan kesatuan. Harus dikoordinir secara resmi, melalui saluran 
organisasi kemahasiswaan, sedapat mungkin yang mencerminkan mufakat 
bulat antara seluruh organisasi mahasiswa ekstra dan intra universiter. 
Bebas dari vested-interst. Tidak mempunyai tujuan politik dan tidak 
ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan politik. Harus berdasarkan 
keadilan dan kebenaran, sesuai dan demi perjuangan Orde Baru. 
Berlandaskan semangat partnership ABRI-Rakyat. Di dalam rangka 
mempertahankan dan membina Pancasila, dan sama sekali bukanlah yang 
dapat menguntungkan gerilya politik komunis, atau New Life, atau berbau 
Orde Lama, dan terakhir haruslah konstitusionil.”14 
 
Uraian di atas merupakan harapan pemerintah dari gerakan mahasiswa, 
namun harapan tersebut tidak didukung oleh peraturan pemerintah melalui Surat 
Keputusan tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan. Tentang 
historisitas keberhasilan mahasiswa angkatan tahun 1966, hanya akan menjadi 
kenangan manis gerakan mahasiswa oleh mahasiswa yang bergelut di organisasi 
kemahasiswaan era sekarang ini.  
Persoalan organisasi kemahasiswaan tersebut di atas, sangat berpengaruh 
bagi perkembangan pembinaan mahasiswa dibidang ekstra-kurikuler. Olehnya itu, 
permasalahan organisasi kemahasiswaan tersebut tidak pernah selesai, maka 
mengharap banyak bagi kegiatan ekstra kurikuler di Perguruan Tinggi agaknya 
tidak berbanding lurus dengan kebijakan yang ditentukan. Padahal, seyogyanya 
kegiatan ekstra kurikuler sangat berperan penting dalam membentuk integritas 
kepribadian dan peningkatan wawasan, serta keterampilan dari mahasiswa.  
Analisa kritis penulis memberikan kesimpulan sementara bahwa sarana 
organisasi kemahasiswaan belum dapat efektif dalam memproses pendidikan 
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 Marsilam Simandjuntak, Pilihan Artikel Prisma, (Cet. IV; Jakarta: PT. Pustaka LP3ES, 
1995), h. 166. 
50 
 
 
 
politik bagi mahasiswa sekarang ini. Dibutuhkan suatu solusi akurat untuk 
menjadikan organisasi kemahasiswaan dapat berfungsi kembali sebagai sarana 
pendidikan politik bagi mahasiswa yang tentunya harus mengalami perubahan-
perubahan untuk menyesuaikan dengan situasi dan kondisi realitas sekarang dan 
bersesuaian pula dengan tujuan pendidikan nasional. 
Ketidak efektifan Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi bukanlah satu-
satunya alasan penghambat dalam proses pendidikan politik bagi mahasiswa, 
namun terdapat faktor lain yang cukup besar pengaruhnya. 
Pertama, faktor orientasi dan motivasi mahasiswa. Penulis melihat bahwa 
orientasi dan motivasi mahasiswa sudah bergeser. Orientasi mahasiswa hari ini 
sudah menyesuaikan dengan kebutuhan pribadi mereka untuk memperbaiki status 
sosial mereka di masa depan, sehingga hal ini mengakibatkan mahasiswa buntuk 
lebih pragmatis dalam menempuh perkuliahan. Dengan kata lain, mahasiswa 
berlomba-lomba untuk semata-mata mengejar indeks prestasi (IP) yang setinggi-
tingginya dan menjadi sarjana dengan waktu yang relative singkat, dengan 
harapan agar dapat bekerja di tempat yang diinginkan baik di birokrasi pemerintah 
maupun swasta, yang nantinya akan meningkatkan status sosial mereka di 
masyarakat. 
Keinginan tersebut tidak dapat dibantah kebenarannya. Namun kompetisi 
untuk memasuki dunia kerja sebagaimana yang diharapkan tidak hanya 
membutuhkan IP tinggi, melainkan juga pengalaman lapangan yang memadai. 
Jadi apabila seorang sarjana hanya mempunyai kemampuan teoritis saja tanpa ada 
pengalaman praktek menurut standar dunia kerja maka bersiap-siaplah kecewa. 
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Dengan kata lain seorang mahasiswa setelah lulus harus lagi menambah 
kemampuan prakteknya di luar kampus sebelum memasuki dunia kerja. 
Orientasi tersebut di atas akan mengalihkan perhatian mahasiswa pada 
kegiatan perkuliahan dan belajar, sehingga keberadaan dan aktivitas organisasi 
kemahasiswaan tidak mendapatkan tempat dalam perhatian mahasiswa, terlebih-
lebih untuk berpartisipasi aktif. Kondisi ini sangat tidak menguntungkan bagi 
pendidikan politik. Mengenai motivasi mahasiswa sekarang ini tergantung kepada 
orientasi mereka masing-masiong. Kalau orientasinya bagus terhadap organisasi 
kemahasiswaan maka akan aktif terlibat di dalamnya. Namun, apabila hanya ikut-
ikutan terlibat maka akan menghabiskan energy dan waktu yang sia-sia.  
Kedua, faktor “political will”dari pemerintah dan Perguruan Tinggi. Hal 
ini sangat besar peranannya dalam proses pendidikan politik terhadap mahasiswa. 
Kebijakan pemerintah dan Perguruan Tinggi baik berupa himbauan maupuan 
peraturan akan berpengaruh terhadap sisitem pendidikan di Perguruan Tinggi 
termasuk masalah organisasi kemahasiswaan. Pedoman yang tepat yang telah 
dikeluarkan oleh pihak Perguruan Tinggi harus diimbangi oleh pembinaan dan 
pengawasan yang serius oleh pihak pemerintah dan Perguruan Tinggi dengan 
berdasarkan pada tujuan pendidikan nasional, khususnya untuk mencapai 
keberhasilan pendidikan bagi seluruh mahasiswa. Olehnya itu, pemerintah dan 
Perguruan Tinggi harus dapat memberikan suatu kebijakan yang tepat bagi 
terjadinya proses pendidikan politik di Perguruan Tinggi agar pendidikan nasional 
dapat tercapai dengan baik. 
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Ketiga, faktor budaya mahasiswa yang cenderung individualistis. Seiring 
dengan perkembangan pembangunan perekonomian nasional yang semakin maju, 
menimbulkan suatu pergeseran nilai-nilai di dalam masyarakat. Di mana di 
tengah-tengah era industrialisasi sekarang ini, masyarakat semakin dituntut untuk 
berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional. 
Masyarakat individualistis yang merupakan salah satu ciri masyarakat 
modern sangat mempengaruhi kehidupan mahasiswa termasuk mempengaruhi 
aktivitas mereka di dalam kampus. Fenomena ini bertolak belakang dengan 
aktivitas dan gerakan mahasiswa yang selalu berlandaskan pada “kekuatan 
moral”. Bagi sebagian mahasiswa, aktivitas dan gerakan mahasiswa tidak dapat 
mereka rasakan manfaatnya, sehingga mahasiswa merasa enggan untuk terlibat 
dalam proses organisasi kemahasiswaan,  
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BAB IV 
BENTUK-BENTUK PENDIDIKAN POLITIK  
BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS (BEM-U) 
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN SAMATA-GOWA 
 
D. Sarana Sosialisasi Politik  
Pada prinsipnya Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Samata-Gowa 
merupakan Perguruan Tinggi Islam yang konsentrasi keilmuannya mengarah pada 
pengembangan kapasitas mahasiswa di berbagai bidang, termasuk penyediaan 
sarana kepada mahasiswa untuk memahami pendidikan politik baik secara 
langsung maupun melalui proses belajar mengajar. Dalam hal ini penulis akan 
mengelompokkan 2 (dua) sudut pandang aktivitas yang merupakan sarana 
sosialisasi politik mahasiswa, yaitu sudut pandang intra-kurikuler dan ekstra 
kurikuler. 
1. Aktivitas intra-kurikuler 
Kegiatan intra-kurikuler yang terdapat di Universitas Islam Negeri (UIN) 
Alauddin Samata-Gowa lebih di dominasi oleh kegiatan perkuliahan. Akan tetapi, 
apabila dicermati bahwa dari semua jurusan yang ada di UIN terdapat beberapa 
mata kuliah memiliki kesamaan orientasi yang memberikan pengetahuan 
mengenai politik kepada mahasiswanya, seperti mata kuliah Sejarah Peradaban 
Islam dari segi perjalanan politik keislaman, civil society/Kewarganegaraan, dan 
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bahkan pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat terdapat jurusan Ilmu Politik yang 
mata kuliahnya hampir sepenuhnya menyediakan sarana sosialisasi politik untuk 
mahasiswa. 
Oleh karena itu sebenarnya secara teori, mahasiswa telah mendapatkan 
pengetahuan politik dengan baik. Pertanyaan yang akan timbul adalah, apakah 
mahasiswa nantinya dapat melaksanakan atau mempraktekkan dengan baik 
pengetahuan-pengetahuan yang telah di dapat di dalam kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa, dan bernegara?   
2. Aktivitas Ekstra-Kurikuler 
Kegiatan ekstra-kurikuler di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin 
Samata-Gowa sebagaimana Perguruan Tinggi yang lain, berada dalam wadah 
Organisasi Kemahasiswaan. Aktivitas organisasi kemahasiswaan tersebut 
berpedoman pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen 
Agama R.I. Nomor: Dj. 1/253/2007 tentang Pedoman Umum Organisasi 
Kemahasiswaan Perguruan Tinggi Agama Islam dan Keputusan Rektor IAIN 
Alauddin Nomor: 113 Tahun 2005 tentang Pedoman Dasar Organisasi 
Kemahasiswaan UIN Alauddin. 
Berdasarkan Surat Keputusan Rektor IAIN Alauddin di atas maka 
disesuaikanlah seluruh aspek mengenai organisasi kemahasiswaan sehingga pada 
saat ini organisasi kemahasiswaan yang ada di Universitas Islam Negeri (UIN) 
Alauddin Samata-Gowa dapat dikelompokkan menjadi beberapa bentuk, yaitu 
Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas sebagai lembaga tertinggi di 
tingkatan organisasi kemahasiswaan, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas 
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(BEM-F) yang mewadahi mahasiswa di tingkatan Fakultas, Himpunan Mahasiswa 
Jurusan (HMJ) yang mewadahi Mahasiswa di tingkatan Jurusan dan Unit 
Kegiatan Mahasiswa (UKM). 
b. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas (BEM-U) 
c. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (BEM-F) 
d. Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) 
e. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) 
Pada prinsipnya organisasi-organisasi kemahasiswaan di atas selalu 
melakukan aktivitas-aktivitas sesuai dengan fungsi dan tujuan dari masing-masing 
organisasi. Dalam proses pelaksanaan aktivitas-aktivitas inilah organisasi-
organisasi kemahasiswaan yang berada di lingkungan Universitas Islam Negeri 
(UIN) Alauddin Samata-Gowa baik secara langsung maupun tidak langsung 
melakukan proses pendidikan politik, baik pentransferan nilai-nilai keorganisasian 
maupun Pentrasferan misi organisasi kepada seluruh mahasiswa yang berada di 
bawa naungannya. 
Idealnya apabila dilihat lebih jauh berdasarkan fungsi dan tugasnya, 
organisasi kemahasiswaan yang lebih banyak terlibat dalam melakukan proses 
pendidikan politik kepada mahasiswa secara menyeluruh adalah Badan Eksekutif 
Mahasiswa Universitas (BEM-U), Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (BEM-F) 
dan Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ), walaupun dalam penelitian ini, penulis 
mengarahkan lebih banyak pembahasan pada Badan Eksekutif Mahasiswa 
Universitas (BEM-U).  
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Jadi pada dasarnya, mahasiswa dituntut untuk lebih aktif dalam menimbah 
pengetahuan yang lebih banyak di luar kegiatan intra-kurikuler seperti mengikuti 
kegiatan-kegiatan seminar, lokakarya, diskusi-diskusi, pelatihan-pelatihan, dan 
lain-lain. Dengan berjalannya hal tersebut dengan baik, harapannya mahasiswa 
nantinya memiliki kepribadian yang baik, wawasan dan pengetahuan yang luas, 
keterampilan yang dapat diandalkan serta memiliki jiwa yang bersih dan beriman, 
sehingga tujuan pendidikan nasional dapat terwujud dengan baik di dalam system 
dan mekanisme pendidikan di Perguruan Tinggi Agama Islam sebagaimana Visi, 
Misi dan Tujuan yang diajukan oleh Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin 
Samata-Gowa. 
E. Bentuk-Bentuk Pendidikan Politik Badan Eksekutif Mahasiswa 
Universitas (BEM-U) Periode 2008-2010/2010-2012 
Mahasiswa merupakan kelompok kecil dari generasi muda yang 
berkesempatan mengenyam pendidikan formal di perguruan tinggi. Ia memiliki 
peran dan tanggung jawab, baik tanggung jawab ideologis sebagai pewaris utama 
perjuangan bangsa maupun tanggungjawab professional yang dipersiapkan untuk 
menjadi ahli  dalam bidang-bidang tertentu agar dapat berperan aktif dalam proses 
pembangunan. 
Reformasi yang digulirkan pada tahun 1998 mengidentifikasikan bahwa 
mahasiswa memiliki peran besar dalam perwujudannya. Tidak terkecuali 
organisasi kemahasiswaan yang merupakan salahs atu sarana penempaan individu 
mahasiswa dalam memberikan sumbangsih terhadap kemampuan pergerakan 
mahasiswa di Indonesia. Sebagai calon-calon pembawa perubahan, mahasiswa 
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diharapkan dapat lebih meningkatkan dan mengefektifkan organisasi mahasiswa 
sebagai salah satu sarana penyaluran kemampuan mahasiswa, di mana salah satu 
caranya adalah berpartisipasi aktif dalam organisasi kemahasiswaan melalui 
kegiatan-kegiatan di dalamnya agar menjadi organisatoris yang handal yang 
mampu membawa perubahan baik diri sendiri, organisasi, lingkungan maupun 
bangsa dan negaranya. 
Sebagai bagian dari masyarakat ilmiah dan bagian integral warga negara, 
mahasiswa perlu memahami peranan kehidupannya. Amanat besar yang ada pada 
mahasiswa adalah sebagai kekuatan moral dan sebagai kekuatan intelektual yang 
selanjutnya berkedudukan sebagai agen of change. Hal tersebut tidak akan 
tercapai apabila wadah penampung potensi dan kreatifitas tidak berjalan dengan 
baik.
15
 
Fenomena kehidupan di dalam kampus sangatlah beragam, khususnya 
dalam kehidupan berorganisasi yang dilaksanakan oleh elemen-elemen tingkat 
organisasi di tingkat Perguruan Tinggi, baik ditingkat jurusan, fakultas maupun 
universitas. Kesemuanya dituntut untuk lebih mampu bergerak dalam dunia 
kemahasiswaan. Aktivitas yang dilakukan oleh setiap mahasiswa dalam 
berogranisasi sangat bermanfaat dan memiliki kebergunaan yang efektif, dan 
untuk mewujudkan hal tersebut secara maksimal diperlukan keaktifan mahasiswa 
untuk lebih membuka wawasan, kemampuan, dan skill mereka tidak hanya 
melalui pembelajaran kuliah di kampus semata, melainkan melalui kegiatan, 
keaktifan dan aktivitasnya di dalam berorganisasi (dalam hal ini organisasi 
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 PP-RI No. 30,  tentang Pendidikan Tinggi, http://www.dikti.go.id/Archive2007/pp57.html.  
58 
 
 
 
kemahasiswaan), hal tersebut merupakan proses pembelajaran dan pendidikan 
politik mahasiswa sehingga dari pembelajaran tersebut mahasiswa diharapkan 
memiliki pengetahuan dan pemahaman politik yang baik.
16
 
Menimbang peran mahasiswa dalam merubah wajah pendidikan politik 
bangsa ini, jelas merupakan sesuatu yang sangat beralasan. Sebab, mahasiswa 
memiliki peran tersendiri dalam upaya mewujudkan pendidikan politik yang lebih 
baik dan moral dari apa yang tampilkan para politisi bangsa ini. Karena 
mahasiswa memiliki peran sosial sebagai agent of change; agent of modernizing; 
agent of control atau meminjam istilah Nurcholish Madjid mahasiswa adalah “the 
nation’s is the best human material. 17  maka tentu peran mahasiwa dalam 
mewujudkan pendidikan politik yang bermoral menjadi sangat penting. Dalam 
konteks pendidikan politik ini mahasiswa secara umum mendapatkan pendidikan 
politik formal di bangku kuliah terlebih lagi yang mengambil konsentrasi politik 
sebab teori-teori umum politik telah diajarkan secara kontiniu. Kemudian, 
pendidikan politik ini juga diperkuat lagi dengan adanya lembaga-lembaga 
organisasi kampus, yang sepenuhnya mahasiswa di dalamnya dapat 
mengekpresikan politiknya.  
Pada prinsipnya, terdapat sejumlah kegiatan-kegiatan yang didesign 
sebagai sarana pembelajaran untuk memberikan pengetahuan tentang politik 
kepada mahasiswa yang dilakukan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas 
(BEM-U) sebagai lembaga tertinggi ditingkatan organisasi kemahasiswaan di 
                                                          
16 UU No. 20 Tahun 2003.   www.inherent-dikti.net/files/sisdiknas.pdf 
 
17
 Nurcholis Madjid, Islam, Kemoderenan dan Keindonesiaan, (Cet. I; Bandung: Mizan, 
2008), h. 179-180 
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Universitas Islam Makassar, antara lain: Pelatihan Demokrasi, Latihan 
Kepemimpinan, Seminar Politik, Kajian rutin tentang isu-isu politik lokal dan 
internasional, dan masih banyak lagi bentuk pendidikan politik yang lain yang 
sering dilakukan dalam kepengurusan Badan Eksektuf Mahasiswa Universitas 
(BEM-U), hanya saja dalam perjalanannya BEM-U kurang mendokumentasikan 
berbagai kegiatan-kegiatan yang dilakukan.  
BAB IV 
BENTUK-BENTUK PENDIDIKAN POLITIK  
BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS (BEM-U) 
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN SAMATA-GOWA 
 
F. Sarana Sosialisasi Politik  
Pada prinsipnya Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Samata-Gowa 
merupakan Perguruan Tinggi Islam yang konsentrasi keilmuannya mengarah pada 
pengembangan kapasitas mahasiswa di berbagai bidang, termasuk penyediaan 
sarana kepada mahasiswa untuk memahami pendidikan politik baik secara 
langsung maupun melalui proses belajar mengajar. Dalam hal ini penulis akan 
mengelompokkan 2 (dua) sudut pandang aktivitas yang merupakan sarana 
sosialisasi politik mahasiswa, yaitu sudut pandang intra-kurikuler dan ekstra 
kurikuler. 
3. Aktivitas intra-kurikuler 
Kegiatan intra-kurikuler yang terdapat di Universitas Islam Negeri (UIN) 
Alauddin Samata-Gowa lebih di dominasi oleh kegiatan perkuliahan. Akan tetapi, 
apabila dicermati bahwa dari semua jurusan yang ada di UIN terdapat beberapa 
mata kuliah memiliki kesamaan orientasi yang memberikan pengetahuan 
mengenai politik kepada mahasiswanya, seperti mata kuliah Sejarah Peradaban 
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Islam dari segi perjalanan politik keislaman, civil society/Kewarganegaraan, dan 
bahkan pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat terdapat jurusan Ilmu Politik yang 
mata kuliahnya hampir sepenuhnya menyediakan sarana sosialisasi politik untuk 
mahasiswa. 
Oleh karena itu sebenarnya secara teori, mahasiswa telah mendapatkan 
pengetahuan politik dengan baik. Pertanyaan yang akan timbul adalah, apakah 
mahasiswa nantinya dapat melaksanakan atau mempraktekkan dengan baik 
pengetahuan-pengetahuan yang telah di dapat di dalam kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa, dan bernegara?   
4. Aktivitas Ekstra-Kurikuler 
Kegiatan ekstra-kurikuler di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin 
Samata-Gowa sebagaimana Perguruan Tinggi yang lain, berada dalam wadah 
Organisasi Kemahasiswaan. Aktivitas organisasi kemahasiswaan tersebut 
berpedoman pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen 
Agama R.I. Nomor: Dj. 1/253/2007 tentang Pedoman Umum Organisasi 
Kemahasiswaan Perguruan Tinggi Agama Islam dan Keputusan Rektor IAIN 
Alauddin Nomor: 113 Tahun 2005 tentang Pedoman Dasar Organisasi 
Kemahasiswaan UIN Alauddin. 
Berdasarkan Surat Keputusan Rektor IAIN Alauddin di atas maka 
disesuaikanlah seluruh aspek mengenai organisasi kemahasiswaan sehingga pada 
saat ini organisasi kemahasiswaan yang ada di Universitas Islam Negeri (UIN) 
Alauddin Samata-Gowa dapat dikelompokkan menjadi beberapa bentuk, yaitu 
Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas sebagai lembaga tertinggi di 
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tingkatan organisasi kemahasiswaan, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas 
(BEM-F) yang mewadahi mahasiswa di tingkatan Fakultas, Himpunan Mahasiswa 
Jurusan (HMJ) yang mewadahi Mahasiswa di tingkatan Jurusan dan Unit 
Kegiatan Mahasiswa (UKM). 
f. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas (BEM-U) 
g. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (BEM-F) 
h. Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) 
i. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) 
Pada prinsipnya organisasi-organisasi kemahasiswaan di atas selalu 
melakukan aktivitas-aktivitas sesuai dengan fungsi dan tujuan dari masing-masing 
organisasi. Dalam proses pelaksanaan aktivitas-aktivitas inilah organisasi-
organisasi kemahasiswaan yang berada di lingkungan Universitas Islam Negeri 
(UIN) Alauddin Samata-Gowa baik secara langsung maupun tidak langsung 
melakukan proses pendidikan politik, baik pentransferan nilai-nilai keorganisasian 
maupun Pentrasferan misi organisasi kepada seluruh mahasiswa yang berada di 
bawa naungannya. 
Idealnya apabila dilihat lebih jauh berdasarkan fungsi dan tugasnya, 
organisasi kemahasiswaan yang lebih banyak terlibat dalam melakukan proses 
pendidikan politik kepada mahasiswa secara menyeluruh adalah Badan Eksekutif 
Mahasiswa Universitas (BEM-U), Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (BEM-F) 
dan Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ), walaupun dalam penelitian ini, penulis 
mengarahkan lebih banyak pembahasan pada Badan Eksekutif Mahasiswa 
Universitas (BEM-U).  
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Jadi pada dasarnya, mahasiswa dituntut untuk lebih aktif dalam menimbah 
pengetahuan yang lebih banyak di luar kegiatan intra-kurikuler seperti mengikuti 
kegiatan-kegiatan seminar, lokakarya, diskusi-diskusi, pelatihan-pelatihan, dan 
lain-lain. Dengan berjalannya hal tersebut dengan baik, harapannya mahasiswa 
nantinya memiliki kepribadian yang baik, wawasan dan pengetahuan yang luas, 
keterampilan yang dapat diandalkan serta memiliki jiwa yang bersih dan beriman, 
sehingga tujuan pendidikan nasional dapat terwujud dengan baik di dalam system 
dan mekanisme pendidikan di Perguruan Tinggi Agama Islam sebagaimana Visi, 
Misi dan Tujuan yang diajukan oleh Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin 
Samata-Gowa. 
G. Bentuk-Bentuk Pendidikan Politik Badan Eksekutif Mahasiswa 
Universitas (BEM-U) Periode 2008-2010/2010-2012 
Mahasiswa merupakan kelompok kecil dari generasi muda yang 
berkesempatan mengenyam pendidikan formal di perguruan tinggi. Ia memiliki 
peran dan tanggung jawab, baik tanggung jawab ideologis sebagai pewaris utama 
perjuangan bangsa maupun tanggungjawab professional yang dipersiapkan untuk 
menjadi ahli  dalam bidang-bidang tertentu agar dapat berperan aktif dalam proses 
pembangunan. 
Reformasi yang digulirkan pada tahun 1998 mengidentifikasikan bahwa 
mahasiswa memiliki peran besar dalam perwujudannya. Tidak terkecuali 
organisasi kemahasiswaan yang merupakan salahs atu sarana penempaan individu 
mahasiswa dalam memberikan sumbangsih terhadap kemampuan pergerakan 
mahasiswa di Indonesia. Sebagai calon-calon pembawa perubahan, mahasiswa 
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diharapkan dapat lebih meningkatkan dan mengefektifkan organisasi mahasiswa 
sebagai salah satu sarana penyaluran kemampuan mahasiswa, di mana salah satu 
caranya adalah berpartisipasi aktif dalam organisasi kemahasiswaan melalui 
kegiatan-kegiatan di dalamnya agar menjadi organisatoris yang handal yang 
mampu membawa perubahan baik diri sendiri, organisasi, lingkungan maupun 
bangsa dan negaranya. 
Sebagai bagian dari masyarakat ilmiah dan bagian integral warga negara, 
mahasiswa perlu memahami peranan kehidupannya. Amanat besar yang ada pada 
mahasiswa adalah sebagai kekuatan moral dan sebagai kekuatan intelektual yang 
selanjutnya berkedudukan sebagai agen of change. Hal tersebut tidak akan 
tercapai apabila wadah penampung potensi dan kreatifitas tidak berjalan dengan 
baik.
18
 
Fenomena kehidupan di dalam kampus sangatlah beragam, khususnya 
dalam kehidupan berorganisasi yang dilaksanakan oleh elemen-elemen tingkat 
organisasi di tingkat Perguruan Tinggi, baik ditingkat jurusan, fakultas maupun 
universitas. Kesemuanya dituntut untuk lebih mampu bergerak dalam dunia 
kemahasiswaan. Aktivitas yang dilakukan oleh setiap mahasiswa dalam 
berogranisasi sangat bermanfaat dan memiliki kebergunaan yang efektif, dan 
untuk mewujudkan hal tersebut secara maksimal diperlukan keaktifan mahasiswa 
untuk lebih membuka wawasan, kemampuan, dan skill mereka tidak hanya 
melalui pembelajaran kuliah di kampus semata, melainkan melalui kegiatan, 
keaktifan dan aktivitasnya di dalam berorganisasi (dalam hal ini organisasi 
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 PP-RI No. 30,  tentang Pendidikan Tinggi, http://www.dikti.go.id/Archive2007/pp57.html.  
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kemahasiswaan), hal tersebut merupakan proses pembelajaran dan pendidikan 
politik mahasiswa sehingga dari pembelajaran tersebut mahasiswa diharapkan 
memiliki pengetahuan dan pemahaman politik yang baik.
19
 
Menimbang peran mahasiswa dalam merubah wajah pendidikan politik 
bangsa ini, jelas merupakan sesuatu yang sangat beralasan. Sebab, mahasiswa 
memiliki peran tersendiri dalam upaya mewujudkan pendidikan politik yang lebih 
baik dan moral dari apa yang tampilkan para politisi bangsa ini. Karena 
mahasiswa memiliki peran sosial sebagai agent of change; agent of modernizing; 
agent of control atau meminjam istilah Nurcholish Madjid mahasiswa adalah “the 
nation’s is the best human material. 20  maka tentu peran mahasiwa dalam 
mewujudkan pendidikan politik yang bermoral menjadi sangat penting. Dalam 
konteks pendidikan politik ini mahasiswa secara umum mendapatkan pendidikan 
politik formal di bangku kuliah terlebih lagi yang mengambil konsentrasi politik 
sebab teori-teori umum politik telah diajarkan secara kontiniu. Kemudian, 
pendidikan politik ini juga diperkuat lagi dengan adanya lembaga-lembaga 
organisasi kampus, yang sepenuhnya mahasiswa di dalamnya dapat 
mengekpresikan politiknya.  
Pada prinsipnya, terdapat sejumlah kegiatan-kegiatan yang didesign 
sebagai sarana pembelajaran untuk memberikan pengetahuan tentang politik 
kepada mahasiswa yang dilakukan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas 
(BEM-U) sebagai lembaga tertinggi ditingkatan organisasi kemahasiswaan di 
                                                          
19 UU No. 20 Tahun 2003.   www.inherent-dikti.net/files/sisdiknas.pdf 
 
20
 Nurcholis Madjid, Islam, Kemoderenan dan Keindonesiaan, (Cet. I; Bandung: Mizan, 
2008), h. 179-180 
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Universitas Islam Makassar, antara lain: Pelatihan Demokrasi, Latihan 
Kepemimpinan, Seminar Politik, Kajian rutin tentang isu-isu politik lokal dan 
internasional, dan masih banyak lagi bentuk pendidikan politik yang lain yang 
sering dilakukan dalam kepengurusan Badan Eksektuf Mahasiswa Universitas 
(BEM-U), hanya saja dalam perjalanannya BEM-U kurang mendokumentasikan 
berbagai kegiatan-kegiatan yang dilakukan.  
BAB V 
PERAN DAN FUNGSI  
BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA DALAM MELAKUKAN 
PENDIDIKAN POLITIK MAHASISWA 
 
C. Membentuk Kesadaran Berorganisasi Mahasiswa 
Menyandang predikat sebagai mahasiswa bukanlah hal yang mudah, 
namun akan menjadi mudah untuk dijalani apabila seorang mahasiswa 
menjalankan kewajiban sebagai mahasiswa dengan semestinya. Dalam artian, 
menjadi mahasiswa jangan hanya sebatas mahasiswa biasa, melainkan mengikuti 
arus dinamika kampus, tentunya yang memberikan dampak positi bagi 
perkuliahan. 
Salah satu cara yang efektif adalah dengan mengikuti aktivitas-aktivitas 
kampus dengan ikut terlibat dalam organisasi kemahasiswaan. Sebagaimana 
pernyataan hasil wawancara penulis dengan mantan Ketua Umum Badan 
Eksekutif Mahasiswa Periode 2008-201, Muhajirin, S. Fil. I yang menyatakan 
bahwa: 
“Dalam dinamika kampus, mahasiswa seharusnya  menanggalkan semua 
atribut termasuk etnisitas, organisasi ekstra-kampus, dan atribut-atribut 
lain dan membiasakan diri hidup berdampingan secara damai dengan 
mahasiswa-mahasiswa dari berbagai latar belakang yang berbeda untuk 
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menciptakan dinamika kampus yang produktif melalui sejumlah kegiatan-
kegiatan yang produktif pula”.21  
 
Pernyataan ini memberikan penggambaran bahwa kehidupan kampus yang 
dihuni oleh mahasiswa yang berasal dari berbagai warna seharusnya menciptakan 
suasana ilmiah dengan menghidupkan berbagai macam kegiatan-kegiatan 
kemahasiswaan yang relevan dengan perkuliahan.  Hal senada juga diungkapkan 
oleh mantan Ketua Umum Badan Eksekutif Mahasiswa Periode 2010-2011 Kanda 
Pahmuddin yang menyatakan bahwa: 
“Mahasiswa seyogyanya menunjukkan rasa sosial yang tinggi antar 
sesame mahasiswa tanpa memandang latar belakang etnis, organisasi, 
ataupun sekat-sekat lain yang akan memicu  konflik internal”.22  
 
Kanda Pahmuddin beranggapan bahwa, salah satu cara yang efektif untuk 
menciptakan suasana kondusif di dalam kampus adalah dengan melibatkan semua 
mahasiswa untuk aktif diberbagai organisasi kemahasiswaan, untuk 
memperlihatkan kepada generasi yang akan datang bahwa di Universitas Islam  
Negeri (UIN) Alauddin Samata-Gowa organisasi kemahasiswaan sangat berperan 
penting dalam memberikan pengetahuan tambahan kepada para mahasiswa dalam 
menjalani kehidupan kampus. 
Aspek utama yang harus dimiliki oleh mahasiswa dalam berorganisasi 
adalah motivasi dan mental berorganisasi yang pada akhirnya akan membentuk 
kesadaran berorganisasi. Pada kepengurusan Badan Eksekutif Mahasiswa 
Universitas (BEM-U), pembentukan kesadaran berorganisasi mahasiswa 
                                                          
21
 Hasil wawancara penulis dengan Kanda Muhajirin, S. Fil. I (Ketua BEM UIN Alauddin 
Periode 2008-2010) pada tanggal 26 Juli 2012. 
22
 Hasil wawancara dengan Kanda Pahmuddin, S. Pd. I (Ketua BEM UIN Alauddin Periode 
2010-2012) pada tanggal 1 Agustus 2012. 
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dilakukan melalui berbagai macam kegiatan-kegiatan yang sifatnya produktif 
demi terciptanya semangat keorganisasian. Dalam hal ini, penulis berargumen 
akan manfaat berorganisasi bagi mahasiswa, yaitu: memperluas pergaulan, 
meningkatkan wawasan/pengetahuan, membentuk pola pikir yang positif bagi 
mahasiswa, melatih leadership (kepemimpinan, melatih kemampuan 
berkomunikasi, memperluas jaringan (networking), dan mengasah kepekaan 
sosial. 
Penciptaan kesadaran berorganisasi mahasiswa tentunya bukanlah hal 
yang mudah untuk dilakukan oleh fungsionaris organisasi kemahasiswaan, 
khususnya Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas (BEM-U). Melainkan, 
kesadaran tersebut diupayakan oleh mahasiswa yang bersangkutan. Telah 
disinggung dalam bab sebelumnya bahwa, motivasi merupakan salah satu aspek 
mendasar yang harus dimiliki oleh mahasiswa terkait keinginannya untuk ikut 
terlibat secara aktif dalam organisasi kemahasiswaan. Motivasi yang dimaksud 
oleh penulis adalah hal yang mendorong seorang mahasiswa untuk terlibat aktif 
dalam sebuah organisasi kemahasiswaan. 
Hasil wawancara dengan mantan fungsionaris BEM-U terkait dengan 
motivasinya dalam berorganisasi, sebagai berikut: 
Muhajirn, S. Fil. I (Ketua Umum BEM-U Periode 2008-2010): 
“Menjalani aktivitas kampus dengan hanya mengikuti perkuliahan yang 
diatur oleh kurikulum serasa tidak lengkap tanpa mengimbanginya dengan 
terlibat aktif dalam organisasi kemahasiswaan, karena menurut hemat saya 
organisasi kemahasiswaan sangat relevan dengan dengan berbagai macam 
kegiatan-kegiatan kampus lain yang telah diatur oleh pihak birokrasi 
kampus. Hanya saja, terkadang terdapat beberapa anggota organisasi 
tertentu yang menyalahgunakan atau kurang memahami visi dan misi 
keorganisasian formal kampus sehingga tidak berimbang dalam 
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menjalaninya. Saya ingin mengatakan bahwa, menyeimbangkan kegiatan 
perkuliahan dengan berorganisasi itu penting dan bahkan jauh lebih baik 
dari mahasiswa yang sekedar hanya menjalani perkuliahan saya, dan itu 
juga yang memotivasi saya untuk ikut terlibat diberbagai macam 
organisasi, baik intra universiter maupun ekstra universiter”.23 
 
Pahmuddin, S. Pd. I (Ketua Umum BEM-U Periode 2010-2012): 
“Tidak mudah untuk terlibat di dalam organisasi kemahasiswaan, 
kita membutuhkan banyak motivasi dan harus belajar mengatur 
waktu. Dan pada saat itu saya termotivasi untuk menyatukan 
mahasiswa dari berbagai golongan untuk menciptakan suasana 
tentram dalam kampus, walaupun pada kenyataannya terdapat 
berbagai macam kendala-kendala yang saya hadapi, tapi itulah 
dinamikanya. Artinya, tidak semua yang kita rencanakan dapat 
berjalan maksimal sesuai apa yang kita rencanakan”.24 
 
M. Taufik (Periode 2012-sekarang: 
“terkait dengan motivasi, secara pribadi saya memandang secara 
sederhana. Keinginan untuk selalu menambah pengetahuan, apa pun 
bentuknya selama memberikan nilai yang positif untuk saya maka saya 
akan jalani dengan sebaik-baiknya. Keinginan untuk selalu mempelajari 
hal-hal yang sifatnya baru itulah yang memotivasi saya untuk aktif dalam 
organisasi kemahasiswaan hingga pada akhirnya saya diamanahkan 
menjadi Presiden Mahasiswa”.25 
 
Ketiga hasil wawancara penulis dengan mantan aktivis dan fungsionaris 
BEM-U yang masih aktif sampai sekarang, penulis mengambil kesimpulan bahwa 
terlibat dalam organisasi kemahasiswaan tanpa ada motivasi akan terkesan ikut-
ikutan sehingga dalam prosesnya hanya sedikit kalau pun tidak berlebihan penulis 
mengatakan tidak akan mendapatkan apa-apa atau hanya menjadikan waktu dan 
                                                          
23
 Hasil wawancara penulis dengan Kanda Muhajirin, S. Fil. I (Ketua BEM UIN Alauddin 
Periode 2008-2010) pada tanggal 26 Juli 2012 
24
 Hasil wawancara dengan Kanda Pahmuddin, S. Pd. I (Ketua BEM UIN Alauddin Periode 
2010-2012) pada tanggal 1 Agustus 2012. 
25
 Hasil wawancara dengan Saudara M. Taufik (Ketua BEM UIN Alauddin Periode 2012-
Sekarang) pada tanggal 2 Agustus 2012. 
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tenaga sia-sia, karna dengan terlibat aktif dalam keorganisasian akan memberikan 
banyak manfaat kepada mahasiswa yang bersangkutan 
D. Peran dan Fungsi Badan Eksekutif Mahasiswa dalam Memberikan 
Pendidikan Politik bagi Mahasiswa UIN Alauddin Samata-Gowa 
 
Pada prinsipnya, kedudukan dan fungsi organisasi kemahasiswaan telah 
diatur berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam 
Departemen Agama Republik Indonesia, yaitu: 
Pasal 5 
Kedudukan organisasi kemahasiswaan intra PTAI mempunyai fungsi sebagai 
wahana dan sarana. 
Pasal 6 
Organisasi kemahasiswaan intra PTAI mempunyai fungsi sebagai wahana dan 
sarana: 
(1) Perwakilan mahasiswa intra PTAI untuk menampung dan menyalurkan 
aspirasi mahasiswa, menetapkan garis-garis besar program dan kegiatan 
kemahasiswaan; 
(2) Komunikasi antar mahasiswa; 
(3) Pengembangan potensi mahasiswa sebagai insane akademis, calon ilmuwan 
dan intelektual yang berguna bagi masyarakat; 
(4) Pengembangan intelektual, bakat dan minat, pelatihan keterampilan, 
organisasi, manajemen dan kepemimpinan mahasiswa; 
(5) Pembinaan dan pengembangan kader-kader agama dan bangsa yang 
berpotensi dalam melanjutkan kesinambungan pembangunan nasional; 
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(6) Pemeliharaan dan pengembangan ilmi dan keagamaan yang dilandasi oleh 
norma-norma akademis, etika, moral dan wawasan kebangsaan 
Pasal 7 
Mekanisme dan tanggung jawab organisasi kemahasiswaan ditetapkan melalui: 
(1) Kesepakatan antar mahasiswa dengan pimpinan PTAI merupakan 
penanggungjawab segala kegiatan di PTAI. 
(2) Pengurus organisasi kemahasiswaan disakan dan dilantik oleh pimpinan PTAI 
sesuai dengan kedudukan/tingkat organisasi yang bersangkutan.
26
 
Peraturan tersebut juga diperkuat dengan Keputusan Rektor IAIN 
Alauddin No. 113 Tahun 2005 tentang Tugas Organisasi Kemahasiswaan: 
Pasal 2 
1. Membantu Pimpinan Universitas/Fakultas/Jurusan/Program Diplopa 
melaksanakan tugas pokok UIN Alauddin dalam menyelenggarakan 
pendidikan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melalui 
kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sesuai perundang-undangan yang 
berlaku; 
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa UIN Alauddin yang 
berkenaan dengan peningkatan UIN, Fakultas/Jurusan/Program Diploma 
secara etis sesuai aturan yang berlaku dank ode etik mahasiswa; 
3. Organisasi kemahasiswaan yang tidak mendukung tugas pokok UIN Alauddin 
dapat di non aktifkan atas persetujuan rapim dan dikukuhkan dengan SK 
Rektor untuk organisasi kemahasiswaan tingkat institut/Universitas dan 
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 Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin, Buku Saku Mahasiswa, h. 7-9. 
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Keputusan Dekan untuk organisasi di tingkat Fakultas/Jurusan/Program 
Diploma. 
Pasal 3 
1. Organisasi Kemahasisawaan UIN Alauddin berbentuk intra Universitas; 
2. Organisasi Kemahasiswaan yang berkedudukan di tingkat Institut/Universitas 
terdiri atas: 
a. Badan Eksekutif Mahasiswa disingkat BEM UIN Alauddin. 
b. Unit kegiatan Mahasiswa disingkat UKM UIN Alauddin. 
3. Organisasi Kemahasiswaan yang berkedudukan di tingkat Fakultas terdiri 
atas: 
a. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas disingkat BEMF 
b. Himpunan Mahasiswa Jurusan disingkat HMJ 
c. Himpunan Mahasiswa Diploma disingkat HMD 
Penulis dalam skripsi ini memfokuskan penelitian pada pergerakan yang 
dilakukan oleh BEM UIN Alauddin terkait dengan fungsi dan peranannya, 
sehingga penulis juga mencantumkan Keputusan Rektor tentang Hak dan 
Kewajiban BEM UIN Alauddin yang diatur dalam BAB IV Pasal 4, sebagai 
berikut: 
1. Hak dan kewajiban Pengurus BEM UIN Alauddin adalah: 
a. Mewakili mahasiswa UIN Alauddin keluar dan ke dalam; 
b. Merumuskan dan melakukan kegiatan sebagai pelaksana program yang 
telah ditetapkan dalam musyawarah atau rapat kerja (Raker) BEM UIN 
Alauddin; 
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c. Menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa yang dapat 
dipertanggungjawabkan berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok UIN 
Alauddin; 
d. Mempertanggungjawabkan dan melaporkan secara tertulis kegiatan 
kepada Rektor 
2. Setiap akhir masa kepengurusan, BEM UIN Alauddin membuat laporan akhir 
masa bhakti kepada Rektor. 
3. BEM UIN dalam akhir periode kepengurusan, membuat laporan dan 
mempertanggungjawabkan pelaksanaan program kerja selama periode 
kepengurusan dalam suatu rapat pleno BEM. 
4. Seluruh inventaris organisasi, wajib diserahkan kepada pengurus baru disertai 
berita acara penyerahan.
27
  
Berdasarkan hasil Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam 
Departemen Agama R.I dan Keputusan Rektor UIN Alauddin No. 113 Tahun 
2003 tersebut terimplementasi dalam sejumlah kegiatan-kegiatan yang dilakukan 
oleh pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UIN Alauddin Samata-Gowa.  
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ketua Umum BEM UIN Alauddin 
periode 2008-2010, beliau menyatakan bahwa: 
“Periode kepengurusan kami menyusun sejumlah program kegiatan 
berdasarkan aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam statuta UIN dan 
tidak terlepas dari bimbingan dan arahan Pembantu Rektor Bidan 
Kemahasiswaan yang pada saat itu dijabat oleh Bapak DR. Salehuddin 
Yasin, M. Ag”28 
 
                                                          
27
 Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin, Buku Saku Mahasiswa, h. h. 63-65  
28
 Hasil wawancara penulis dengan Kanda Muhajirin, S. Fil. I (Ketua BEM UIN Alauddin 
Periode 2008-2010) pada tanggal 26 Juli 2012 
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Lebih lanjut beliau memaparkan secara panjang lebar terkait program  
dalam rangka memberikan pemahaman akan pendidikan politik bagi mahasiswa 
yang telah dilakukan, yaitu: 
1. Melakukan kajian rutin bulanan untuk mengkaji perkembangan isu-isu 
internasional dan nasional yang diwacanakan diberbagai media, baik cetak 
maupun media elektronik untuk dipahami dan diantisipasi oleh mahasiswa. 
Seperti misalnya, isu-isu kenaikan BBM, perpolitikan nasional, dan isu-isu 
lain yang menarik untuk dikaji sebagai wahana bagi mahasiswa untuk 
mengikuti arus wacana yang dilontarkan oleh berbagai media. 
2. Melakukan diskusi dalam bentuk seminar keagamaan untuk memahami 
perkembangan keberagamaan masyarakat terkait dari aspek interaksi sosial 
dan politiknya. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman 
kepada mahasiswa bahwa isu-isu keagamaan memiliki keterkaitan dengan 
pergerakan politik, baik internasional maupun lokal. Dan sejumlah kegiatan-
kegiatan lain dengan maksud dan tujuan yang saling berkaitan. 
Pada kesempatan lain, penulis mewawancarai kanda Pahmuddin selaku 
mantan Ketua Umum BEM UIN Alauddin Periode 2010-2012. Dari hasil 
wawancara yang penulis lakukan, beliau menyatakan bahwa: 
“Fungsi BEM UIN Alauddin adalah memberikan pemahaman bagi 
mahasiswa bahwa pendidikan politik merupakan pengetahuan yang 
teramat penting untuk diketahui oleh mahasiswa. Dan dalam hal ini, kami 
pada di kepengurusan BEM UIN Alauddin waktu itu melaksanakan 
sejumlah kegiatan-kegiatan, seperti pelatihan demokrasi, pelatihan 
kepemimpinan (LDK), juga beberapa kali dalam periode kami menanggapi 
issu-issu nasional seperti kenaikan BBM, Kasus korupsi dan lain-lain. Hal 
itu kita maksudkan, karena organisasi kemahasiswaan juga berfungsi 
sebagai social control yang bertugas mengawasi dan mengantisipasi 
berbagai macam ketimpangan yang dilakukan oleh negara, dan terlebih 
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lagi sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat terkait dengan 
kesejahteraan”.29 
 
Menurut beliau bahwa BEM UIN Alauddin merupakan organisasi tertinggi 
di tingkatan Universitas yang bertanggungjawab terhadap kedinamisan kampus 
dan sekaligus juga melakukan sejumlah pengawalan-pengawalan di ranah sosial 
sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dan lebih daripada itu untuk 
membentuk kepekaan sosial bagi mahasiswa. 
Hal senada juga diungkapkan oleh saudara Taufik yang masih menjabat 
sebagai Ketua Umum BEM UIN Alauddin. Berdasarkan hasil wawancara penulis 
beliau menyatakan: 
“BEM UIN Alauddin dalam merencanakan sejumlah kegiatan mengacu 
pada aturan-aturan yang telah dibuat oleh statuta kampus. Kami ditunjuk 
untuk membantu pihak birokrasi untuk mewujudkan visi dan misi serta 
tujuan yang telah diamanahkan UIN Alauddin. Terkait dengan fungsi 
BEM UIN Alauddin dalam memberikan pemahaman politik bagi 
mahasiswa, kami telah mengatur sejumlah program-program yang 
tentunya belum sepenuhnya berjalan mengingat masa kepengurusan kami 
masih sementara berlanjut, namun program-program yang telah diatur 
dalam Rapat Kerja (Rakar) berdasarkan kebutuhan mahasiswa dan terkait 
dengan pemerataan pengetahuan. Artinya, kami sebagai penanggungjawab 
organisasi level universitas akan berusaha untuk memberikan pendidikan 
politik bagi mahasiswa secara merata”.30 
 
Artinya, BEM UIN Alauddin sejauh ini telah melakukan fungsinya dengan 
baik walaupun tidak semua program yang dilaksanakan mencapai totalitas atau 
target yang diupayakan tidak seluruhnya maksimal.  
Fungsi BEM UIN Alauddin akan berjalan lebih maksimal lagi apabila 
Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan yang secara struktur 
berkoordinasi langsung dengan BEM UIN Alauddin tidak henti-hentinya 
                                                          
29
 Hasil wawancara dengan Kanda Pahmuddin, S. Pd. I (Ketua BEM UIN Alauddin Periode 
2010-2012) pada tanggal 1 Agustus 2012. 
30
 Hasil wawancara dengan Saudara M. Taufik (Ketua BEM UIN Alauddin Periode 2012-
Sekarang) pada tanggal 2 Agustus 2012. 
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memberikan masukan dalam pelaksanaan kegiatan kepada BEM UIN 
Alauddin Samata-Gowa.
31
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E. Telaah Kritis 
Organisasi kemahasiswaan di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin 
bukanlah lembaga yang baru-baru dibentuk, melainkan telah bermetamorfosa 
mulai dari nama DEMA, pemberlakuan NKK/BKK, hingga kebijakan Senat 
Mahasiswa Perguruan Tinggi. Dalam perjalanan sejarah yang telah digoreskan 
oleh fungsionaris BEM UIN Alauddin setiap periode yang telah lalu memiliki 
karakternya masing-masing dalam memimpin organisasi kemahasiswaan.  
Dari setiap kepemimpinan seseorang dalam menahkodai tampuk 
kepemimpinan di UIN Alauddin memiliki cirri khas tersendiri dalam 
menciptakan program-proram yang visioner sehingga mampu memberikan 
daya saing tersendiri bahkan mampu menjadi program nasional.
32
 
 
Fungsi BEM UIN Alauddin sebagaimana yang telah diatur dalam 
sejumlah aturan, terlebih dalam buku saku mahasiswa, organisasi kemahasiswaan 
diatur dalam Keputusan Rektor IAIN Alauddin Nomor 113, merupakan acuan 
dasar bagi organisasi kemahasiswaan dalam melaksanakan fungsinya dan tujuan 
organisasi kemahasiswaan pada umumnya.  
Dan sejauh ini, terlepas dari aspek politik tentang pemberlakuan kebijakan  
keorganisasian mahasiswa tersebut, pedoman umum organisasi 
kemahasiswaan memberikan efek positif bagi berlangsungnya organisasi 
mahasiswa, khususnya BEM UIN Alauddin dalam menjalankan fungsinya 
memberikan pendidikan politik bagi mahasiswa secara menyeluruh 
melalui sejumlah kegiatan-kegiatan yang terencana melalui rapat kerja 
(Raker) yang dilakukan setiap periode kepengurusan.
33
  
 
Berdasarkan analisa penulis, keberhasilan tersebut tidak terlepas pula dari 
keaktifan Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan yang mengawal 
kepengurusan BEM UIN Alauddin dengan melakukan pembinaan sekaligus 
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sebagai mitra dan orang tua mahasiswa dalam organisasi kemahasiswaan dalam 
mengaplikasikan program-program yang bernilai positif. 
Dari berbagai program-program yang kemudian dilahirkan oleh setiap 
Badan Eksekutif mahasiswa memang tidak dipungkiri bahwa sebagiannya di 
konsultasikan dulu dengan wakil rektor bagian kemahasiswaan. Dengan melalui 
itu juga kita mampu mengetahui program-program yang kita tawarkan tersebut 
apakah sudah dilaksanakan ataukah belum. Karena dari setiap kepengurusan 
biasanya lahir beberapa program yang hamper mirip dengan kepengurusan 
sebelumnya jadi ada yang disebut dengan program lanjutan. Intinya dari setiap 
program yang dilaksanakan kita tetap mengacu pada substansi bahwa mampu 
memberikan khasanah wacana intelektualitas bagi mahasiswa UIN Alauddin 
sehingga kita terlahir dengan model berfikir yang sangat kritis dan mampu 
memberikan solusi yang selektif.
34
 
 
Hal tersebut juga membutuhkan keterlibatan dari elemen mahasiswa dan 
khususnya fungsionaris BEM UIN Alauddin dalam melakukan koordinasi secara 
efektif terhadap pihak birokrasi kampus dalam menyusun program hingga 
merealisasikannya dalam bentuk tindak nyata demi tercapainya tujuan 
dibentuknya organisasi kemahasiswaan dalam masyarakat kampus. 
Merujuk kepada informasi al-Qur‟an pendidikan politik mencakup segala 
aspek jagat raya ini, bukan hanya terbatas pada manusia semata, yakni dengan 
menempatkan Allah sebagai Pendidik Yang Maha Agung. Tarbiyah berasal dari 
kata Robba, pada hakikatnya merujuk kepada Allah selaku Murabby (pendidik) 
sekalian alam. Kata Rabb (Tuhan) dan Murabby (pendidik) berasal dari akar kata 
seperti termuat dalam ayat al-Qur‟an: 
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 اريِغَص ِيناَي َّبَر اَمَك اَمُهْمَحْرا ِّ ب َّر ُِّْلقَو ِِّةَمْح َّرلا َِّنِم ِّ ل ُّذلا َِّحاَنَج اَمُهَل ِِّْضفْخاَو 
Artinya :  
“Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan 
ucapkanlah: "Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka 
berdua telah mendidik aku waktu kecil". (Q.S. Al-Israa:24) 
Kata Rabb di dalam Al-Qur‟an diulang sebanyak 169 kali dan 
dihubungkan pada obyek-obyek yang sangat banyak. Kata Rabb ini juga sering 
dikaitkan dengan kata alam, sesuatu selain Tuhan. Pengkaitan kata Rabb dengan 
kata alam tersebut seperti pada surat Al-A‟raf ayat 61: 
َِّنيِمَلاَعْلا ِّ بَر ِّْنِم لوُسَر ي نَِكلَو ةََللاَض ِيب َِّسْيَل ِِّمْوَقاَي َِّلاَق 
Artinya : 
Nuh menjawab: Hai kaumku, tak ada padaku kesesatan sedikitpun tetapi aku 
adalah utusan Tuhan semesta alam. 
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BAB VI 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan pemaparan hasil penelitian, maka penulis dapat menarik beberapa 
kesimpulan. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Pendidikan politik merupakan pengetahuan yang penting untuk dipahami dan 
dikaji oleh mahasiswa UIN Alauddin Samata-Gowa sebagai untuk 
mengantisipasi berbagai issu-issu dan gagasan-gagasan yang dibangun oleh 
pemerintah. 
2. Profil keorganisasian mahasiswa bukan lembaga yang baru-baru terbentuk, 
melainkan telah bermetamorfosa sejak keberadaan mahasiswa di dunia 
kampus yang pada awalnya bernama Dewan Mahasiswa (DEMA), kemudian 
pemberlakuan NKK/BKK, dan terakhir kebijakan Senat Mahasiswa Perguruan 
Tinggi (SMPT).  
3. Keorganisasian mahasiswa yang telah diatur dalam Keputusan Direktur 
Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI dan Keputusan Rektor 
IAIN Alauddin merupakan acuan dasar bagi organisasi kemahasiswaan dalam 
melakukan sejumlah kegiatan-kegiatan kampus. 
4. BEM UIN Alauddin yang dalam penelitian ini merupakan objek penelitian 
yang difokuskan oleh penulis telah memainkan peran dan fungsinya dalam 
memberikan pendidikan politik bagi mahasiswa melalui sejumlah sarana 
sosialisasi politik, baik yang diatur melalui perkuliahan maupun melalui 
sejumlah kegiatan-kegiatan kemahasiswaan yang diatur dalam program yang 
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terencana melalui Rapat Kerja (Raker), seperti misalnya, kajian issu-issu 
kontemporer terkait wacana internasional maupun perpolitikan nasional, LDK, 
pendidikan demokrasi dan sebagainya yang melibatkan seluruh mahasiswa 
Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar. 
B. Saran-saran 
Adapun saran-saran yang penulis tawarkan dalam penelitian ini sebagai berikut: 
1. Organisasi kemahasiswaan membutuhkan keaktifan dan kreatifitas dari 
mahasiswa tidak hanya dijadikan sebagai wahana improfisasi atau unjuk 
„kejagohan‟ melainkan organisasi kemahasiswaan dijadikan sebagai tempat 
aktualisasi diri dengan melakukan sejumlah kegiatan-kegiatan yang sifatnya 
memberikan pengetahuan. 
2. Pembantu Rektor III Bidang Kemahasiswaan sebagai orang tua mahasiswa, 
sekaligus yang diamanahkan berkoordinasi langsung kepada BEM UIN 
Alauddin untuk senantiasa memainkan perannya secara maksimal dalam 
membina organisasi BEM UIN Alauddin Samata-Gowa demi terciptanya 
keberhasilan berjalannya roda organisasi kemahasiswaan. 
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PEDOMAN WAWANCARA 
1. Apa yang memotivasi saudara untuk maju menjadi Ketua Umum Badan 
Eksekutif Mahasiswa Universitas (BEM-U)? 
2. Sebagai Ketua Umum Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas (BEM-U), apa 
sarana sosialisasi politik yang saudara anggap mampu memberikan 
pengetahuan politik bagi seluruh mahasiswa? 
3. Kegiatan-kegiatan apa saja yang saudara pernah lakukan selama aktif sebagai 
ketua Umum BEM-U? 
4. Menurut saudara, apakah kegiatan-kegiatan yang saudara lakukan selama 
kepengurusan memberikan efek positif terhadap pengetahuan politik 
mahasiswa, dari aspek mana? 
5. Bagaimana pendapat saudara tentang peranan Pembantu Rektor III dalam 
memberikan perhatian terhadap kegiatan-kegiatan BEM-U? 
6. Menurut pendapat saudara, sejauhmana peranan lembaga perguruan tinggi dan 
pemerintah dalam menunjang keberhasilan proses sosialisasi (pendidikan) 
politik bagi mahasiswa? 
7. Menurut pendapat saudara, apakah organisasi kemahasiswaan memiliki 
peranan yang cukup besar dalam melaksanakan sosialisasi atau pendidikan 
politik terhadap anda dan mahasiswa lainny? 
8. Menurut asumsi saudara apakah lembaga perguruan tinggi dan pemerintah 
memiliki andil yang besar dalam menunjang keberhasilan aktivitas organisasi 
kemahasiswaan (pelaksanaan program atau pencapaian tujuan organisasi)? 
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9. Bagaimana pendapat saudara tentang perkembangan wacana politik 
ditingkatan mahasiswa UIN saat ini, apakah mengalami perkembangan atau 
mengalami penurunan. Tolong dijelaskan? 
10. Apa kendala-kendala yang saudara anggap signifikan selama menjadi Ketua 
Umum Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas (BEM-U)? 
 
 
 
 
